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b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Vokal Bahasa Arab sama seperti vocal bahasa Indonesia yang terdiri dari vocal

okal
Kgrnggal (monoftong) dan vocal rangkap (diftong).

c_szcmxm R
m

ilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

1. Vokal Tunggal/ Monoftong

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat |,

transliterasi sebagai berikut :

Nama

Huruf Latin

Nama

Fathah

Kasrah
Dhammah

Tanda Vokal

El

No

Sitate

Vokal Rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat
vii

Vokal Rangkap/ Diftong
n huruf, transliterasinya sebagai berikut :

kelamji® Uni

versitwiof Sulta8 Syarif Kasim Ri

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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F.

%4 1 yamitu

@a’ Marbuthah

eH

¥ Transliterasi 7a’ Marbuthah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan
dhammah, maka ditulis dengan “t” atau ‘h” .

Contoh : Jakyl 45 rraudatul athfal atau raudah al-athfal

Transliterasi Ta’ Marbutah mati dengan “h”

Contoh : 4l 3355 : Wardatul jannah

Jika Ta’ Marbutah diikuti kata sandang “al’ dan bacaan kedua kata itu terpisah maka

ta’ marbuthah itu ditransiliterasikan dengan “h”

neiy ejsng NINMIIw eydio

Contoh : 4x8a) - al-hikmah

. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.
Contoh : &) :rabbana

&all - al-hagqu

5 - ‘aduwwa

“g 9}e31S§

huruf () bertasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh berharakat kasroh ()

Bue]

aka ia ditransiliterasi dengan membedakan antara kata sandang yang di ikuti oleh huruf

I%ﬂ)

mariyyah dan huruf syamsiyyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang

SEOA

engikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

I

ata sandang “J-

ox(}

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gomariyyah ditulis dengan menggunakan

ruf (6177.
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Contoh : 4l : al-Qomariyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan
huruf “1” (el) nya.
Contoh : &useill : Asy- Syamsiyyah
uruf Hamzah
Huruf Hamzah ditransiliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika

rada di tengah atau dia khir kata. Tetapi jika Hamzah terletak di depan kata maka tidak

AENS NIN

%Iambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Eontoh : ¢ : Syai’un

. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, namun dalam
transiliterasi ini disamakan dengan penggunaan dalam Bahasa Indonesia yang
berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat , nama diri
(orang, tempat, bulan), setelah kata sandang “al” dan sebagainya. Judul referensi yang di
gzahului dengan kata sandang ‘“al” maka ketentuan seperti ini berlaku juga baik itu ketika
;r_'tulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

<5}
é,ontoh : Al-Ghazali
(o]

Al-Mungiz min al-Dalal

EDATU)

ka nama resmi seseorang menggunakan kata lbnu (anak dari) dan Abu (bapak dari)

aphy1s

bagai mana kedua terakhirnya , maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai

ma akhir dalam daftar pustaka.

Y wisey] juredg uejgs J
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Contoh : Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abt Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid,
Rasr Hamid Abi)

A B

kafz al-jalalah ( &)

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya

I e1dio

ngkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang

lang, maka huruf kapital itu tidak digunakan.Adapun jika Allah “Allah” didahului

INEA!

partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muda ilaih (frasa

S

ﬁpminal) maka ditransliterasi tanpa huruf hamzah.
L
QCj)ontoh . &) o : dinullah
genulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata , baik fi i/ (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan
dengan kata lain karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Kalimat yang
sudah lazim atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia maka dalam transliterasi
ini penulis kata tersebut bisa dilakukan dengan cara dipisah per-kata dan dirangkaikan.
§ontoh . Fizilal al-Qur’an

Al-Sunnah gabl al-tadwin

Xi
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-2 E ABSTRAK
s = ©
c§§m| alSiregar (2021) :PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA ANALISIS
5 ‘i = PRAKTIK PERCERAIAN MASYARAKAT DI DESA SIOLIP
§ § = KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS
D 5 =
(§' ‘f: Kasus Perceraian yang terjadi di luar Pengadilan Agama di desa Siolip terjadi
gpeg.teng@ran antara suami dan istri karena berbagai faktor, diantaranya faktor ekonomi, faktor
: cugka, dagytanggung jawab, suami tidak peduli atas nafkah istri dan anak. Adapun jenis penelitian

gdalam tesis ini adalah penelitian lapangan (field reseach). Jenis Penelitian yang digunakan adalah

enelltlan-deskrlptlf kualitatif, penelitian yang dilakukan dengan cara melihat, mengamati atau mencari,
&sehmggé"rangkalan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih kompleks, lebih
gnendetaﬁf{ dan lebih komprehenship dari suatu hal yang diteliti, atau berusaha untuk menemukan atau
,:_menggaﬁ‘ibarkan keadaan suatu kejadian yang ada ditengah-tengah masyarakat.

Iul s||

Dari hasil penelitian ini di temukan bahwa alasan mereka melakukan perceraian di luar
goengadllan agama adalah karena mereka pernah mendengarkan guru-guru mereka
gnenyampaikan bahwa hak talak diberikan kepada suami, tetapi kitab yang menjadi referensi
Furunya tidak jelas, karena guru yang menyampaikan itu sekarang sudah meninggal yaitu ustadz
Fauzi, Sementara Hukum berubah karena adanya persoalan-persoalan baru atau ada hukum yang
Smemang perlu untuk ditinjau kembali. Karena hukum Islam merupakan hasil zaman dulu. Jadi
Tlalam beberapa persoalan pun terkadang tidak bisa memberikan solusi pada zaman modren ini.
?raktek perceraian yang terjadi di luar pengadilan agama di desa Siolip Kecamatan Barumun
g(abupaten Padang Lawas. “Fenomena perceraian di luar Pengadilan Agama pada masyarakat
Jdesa Siolip adalah masih ada yang melakukan perceraian di luar pengadilan agama karena
%)eberapa)faktor faktor waktu, karena menurut mereka mengurus perceraian di Pengadilan cukup
Fumit, Féktor ekonomi dan faktor dimana mereka tidak ingin menikah lagi, tapi setelah
gnenget&hw mafsadat dan mudharatnya bercerai di luar Pengadilan Agama mereka akan
gnendaf&rkan perceraian mereka di depan sidang Pengadilan Agama agar tercapainya tertib
shukum, gian mempunyai kekuatan hukum serta segala akibatnya bisa diatasi.

:Jequu

N o1

Kata kanci : Kasus, Alasan, Praktek Perceraian di luar Pengadilan.

xii
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ABSTRACT

miatw Siregar (2021): DIVORCE OUTSIDE THE RELIGIOUS COURT PRACTICE
ANALYSIS OF COMMUNITY DIVORCE IN SIOLIP VILLAGE,
BARUMUN DISTRICT, PADANG LAWAS REGENCY

11w ?ld!O YeH ©

e uelbeges dnr@ﬁuaw Buele|q ‘|
pun-6uepun 168npuig eydi) yeH

Bivorce outside the Religious Courts that occurred in the village of Siolip, Barumun
@(§trlct%adang Lawas Regency, was a quarrel that occurred between husband and wife and was
§ﬁnlt|allycresolved with the family, the parents tried to reconcile by advising them so that their
geparat&n would not occur but they could not find a way out of it, to the leaders. the community
3o resolwe it, but finally after being reconciled they also couldn't find the words to be together,
5‘inal|y asdivorce occurred in front of all the families.

‘Phe type of research in this thesis is field research. The research method used is interview
@nd observatlon In order to get data, information, and facts, the author directly interviewed the
éoeople of Siolip village.

From the results of this study it was found that the reason they divorced outside the
Jeligious court was that they had listened to their teachers adding that the right to divorce was
0%Jiven to the husband, not the wife or the court. But they know about the divorce law in the
Yslamic Law Compilation (KHI) and they also have the intention to do the divorce in court, but
Shey don't have the cost.

§- The practice of divorce outside the religious court is “the phenomenon of divorce outside
gthe religious court in the Siolip village community there are still those who divorce outside the
geligious court. When viewed under Islamic law, divorce is considered legal. However, the law
gn our cguntry requires that the divorce be done before the Religious Courts. Therefore, there are
§wo Ieg‘éﬂ understandings in society regarding the divorce issue, differences in understanding
ﬁaetween.the community and the provisions in the state, will never be completed, the best solution
%n addrqssmg this problem, so that people who have divorced immediately decide the Religious
Lourt i@grder to achieve legal order, and have legal force and everything that can be overcome.

(2]

ulslin} e

edu

o
D
' KeyonGds : Cases, reasons, Practice of divorce outside the court

xiii
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi pada
masyarakat desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas terjadi
pertengkaran antara suami dan istri dimana penyebab terjadinya pertengkaran
itu adalah suami sering pulang subuh dan paginya dia tidak pergi
bekerja,setelah itu pihak keluarga berusaha untuk mendamaikan dan
memberikan nasehat kepada si suami supaya berubah, tetapi suami tidak juga
berubah, dan akhirnya mereka tidak menemukan jalan untuk bersama lagi dan
mereka bercerai di depan keluarga dan mereka tidak mendaftarkannya ke
Pengadilan Agama padahal dalam Pasal 14 UU Perkawinan dan PP 9/1975
sudah diatur tentang cerai talak yaitu cerai yang dijatuhkan suami di depan
Pengadilan Agama yang sesuai dengan hukum Islam. perceraian itu hanya
diakui sah apabila talak yang diputuskan oleh Pengadilan Agama dan talak
menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah ikrar suami di
hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya

perkawinan.!

Perceraian menurut hukum agama Islam yang telah dipositifkan dalam

pasal 38 dan pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan telah dijabarkan dalam pasal

eIy WiIse) JiieAg uej[ng jo AJISIdAIU() dDIWE[S] 3}e}S

! Kompilasi Hukum Islam (KHI)
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14 sampai dengan pasal 18 serta pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974
tentang perkawinan (selanjutnya disingkat PP No. 9 Taun 1975), mencakup:
pertama “cerai talak”, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya
atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan
berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan

Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.?

Talak secara umum adalah pemutusan tali perkawinan.® Perceraian
dapat terjadi dengan segala cara yang menunjukkan berakhirnya hubungan
suami istri, baik dinyatakan dengan kata-kata, dengan surat kepada istrinya,
dengan isyarat oleh orang yang bisu atau dengan mengirimkan seorang
utusan.* Karena berbagai alasan banyak orang menjatuhkan talak tanpa
menghiraukan ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama maupun
perundang-undangan. Hal ini dapat disebut dengan talak di luar Pengadilan

Agama.

1Ty wiIse)] JrreAg uelnlg Jo A31SI9ATU) dDTWER]S] 3}B}S

2 Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Percerain, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, h: 7
3 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, Jakarta: Al-Kautsar, 2001, h : 247
4 Sayyid Syabig, Figh Sunnah 8, Penerjemah: Moh Thalib, Bandung: Alma’ arif, 1989, h :



Meskipun dalam prakteknya, Al-Qur’an dan hadist tidak mengatur
secara terperinci tentang tata cara talak, maka dalam masalah ini banyak
perbedaan pendapat di antara para ulama.® Ada ulama yang memberikan
aturan ketat mengenai aturan talak, seperti harus ada saksi atau harus
dilakukan di depan hakim. Tapi ada pula yang ringan tentang aturan talak,
seperti pendapat yang mengatakan bahwa suami bisa menjatuhkan talak
dengan alasan sekecil apapun dan tanpa saksi karena talak ada di tangan
suami. Sedangkan dalam hal talak, pemerintah telah berpendapat bahwa untuk
menjaga agar aturan syariah dapat bejalan dengan baik, maka talak tidak dapat
dilakukan dengan secara sembarangan karena dapat menimbulkan dampak
negatif, dan melalui UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi

Hukum Islam, perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Namun di tengah masyarakat masih ditemukan adanya praktek
perceraian yang tidak mengikuti aturan hukum tersebut yang sering disebut
dengan talak di luar Pengadilan. Hal ini terjadi karena masyarakat mengetahui
bahwa pendapat mayoritas ulama dalam literatur figh tidaklah mengaharuskan
talak dilakukan melalui sidang pengadilan. Sekalipun talak di luar Pengadilan
dianggap sah menurut hukum Islam, namun ketentuan talak yang dilakukan di

depan sidang Pengadilan bukan berarti membuat hukum baru, tapi hanya

5 Majelis Ulama Indonesia, Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia IV, Cipasung,
2012, h:1



sebatas dalam rangka upaya menertibkan kehidupan dan mewujudkan
kemaslahatan umum, dan menghindarkan seseorang dari mafsadat atau
mudharat. Sebab banyak dampak negatif yang akan ditimbulkan jika terjadi
talak di luar pengadilan, diantaranya terabaikannya hak-hak istri yang di cerai,
seperti uang mut’ah, nafkah ‘iddah, pembagian harta bersama, dan kesulitan

untuk menikah lagi dikarenakan tidak mempunyai surat cerai.

Kehidupan berumah tangga yang sakinah itu bukanlah pemberian
Cuma-Cuma dari Allah SWT, jadi setiap orang yang menikah itu harus
berusaha untuk menciptakan keluarganya agar menjadi keluarga yang
bahagia. Islam memberikan panduan dan aturan rinci yang harus dilakukan
olen setiap pasangan suami istri demi membentuk keluarga sakinah
mawaddah warohmah. Selain itu juga Islam mengatur bagaimana cara
memilih jodoh yang baik, cara meminang, bagaimana cara pelaksanaan akad
nikah, cara pergaulan dalam rumah tangga, apa saja hak dan kewajiban suami

istri dan sampai kepada aturan ketika perkawinan harus berakhir.

Namun saat pasangan suami istri itu sudah tidak bisa disatukan
kembali dengan cara perdamaian maka pasangan suami istri itu behak untuk

mengakhiri ikatan perkawinan yang disebut dengan talak atau perceraian.



Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan rumah tangga tersebut
sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama
kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup

rumah tangga.®

Perceraian sering terjadi akibat dekadensi moral manusia sudah
menurun dan tidak lagi memperhatikan nilai ajaran agama serta menengahkan
norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat, sehingga cita-cita hidup
berumah tangga sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Idealnya suatu
perkawinan itu haruslah memiliki hubungan yang harmonis di dalamnya.
Antara suami dan istri haruslah saling melindungi, saling menyayangi satu
sama lain, dan selalu bersama baik dalam suka maupun duka. Akan tetapi
harapan manusia tidak selamanya dapat terkabul seperti dicita-citakan. Hal ini
perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah
tangga. Demikian yang terjadi pada masyarakat desa Siolip Kecamatan
Barumun Kabupaten Padang Lawas dimana mereka melakukan perceraian di

luar Pengadilan Agama.

Pada dasarnya keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia,
aman dan tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah

tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan

6 Jafizham, T. Persentuhan Hukum di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam, (Medan :
Mestika, 2004), h : 78



Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana hal ini dijamin oleh pasal 29 Undang-
Undang Dasar Negara Repoblik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian
setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan
kewajibannya harus didasari oleh agama.

Talak tidak boleh lagi dijatuhkan sesuka hati kaum laki-laki di atas
penderitaan perempuan, akan tetapi harus memiliki alasan-alasan yang kuat
dan disampaikan di muka sidang Pengadilan Agama. Setelah Pengadilan
berusaha mendamaikan pasangan suami istri tetapi tidak berhasil.dari pada
mempertahankan keluarga yang terus menerus tidak harmonis, maka akan
lebih baik mengakhiri dengan cara yang lebih baik dan lebih terhormat.’
Disinilah terletak arti penting dari kalam Allah : “fa-imsakun-bima rufin au
tasrihun-biihsan, mempertahankan rumah tangga dengan cara yang baik , atau

melepaskannya dengan cara yang baik pula.®

Munculnya hak dan kewajiban dalam keluarga (suami istri), dalam
agama Islam mengibaratkan keluarga seperti suatu lembaga yang berdiri di
atas suatu kerjasama antara dua orang. Bahwa seorang laki-laki dan
perempuan bersepakat untuk membina keluarga atau rumah tangga, maka
laki-laki dibebankan sebagai kepala keluarga atau rumah tangga yang siap

menyediakan papan, sandang, dan pangan bagi keluarga. Berbeda dengan

h: 93

7 Summa, Hukum Keluarga Islamdi dunia Islam, (Yogyakarta :Raja Grafindo Persada, 2004,

8 Djamal, A. Hukum Islam (Asas-asas hukum Islam |, Asas hukum Islam II,( Jakarta : Mandar Maju,
1992, ) h:



perempuan yang tidak dibebankan tugas seperti halnya laki-laki, karena
perempuan harus mengurus dan mengasuh anaknya. Penanggung jawab yang
pertama dalam kerjasama tersebut adalah suami.

Berdasarkan survey dan hasil dari wawancara yang peneliti lakukan
pada masyarakat desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas
dalam tiga tahun terakhir ini ada dua puluh kasus perceraian yang terjadi di
desa Siolip, dalam dua puluh kasus itu ada sebelas kasus yang tercatat dan
sembilan kasus yang tidak tercatat yaitu dimana yang mereka sembilan
keluarga ini melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama. Di mana
masyarakat lebih memilih bercerai diluar sidang Pengadilan Agama
dibanding bercerai melalui sidang Pengadilan Agama padahal perceraian di
luar Pengadilan Agama banyak mendatangkan mudarat dibandingkan dengan
maslahat-nya, salah satunya adalah tidak terjaminnya hak asuh anak dan
nafkah ‘iddah. Perceraian seperti ini juga mengakibatkan pelaku perceraian
tersebut tidak dapat melakukan pernikahan selanjutnya secara sah menurut
hukum Negara. Oleh karena itu, keharusan bercerai di depan sidang
Pengadilan Agama memberikan justifikasi bahwa perceraian tersebut
didasarkan kepada prinsip maslahat. mereka beranggapan bahwa perceraian
yang terjadi di luar Pengadilan Agama sah, karena mereka mengikuti hukum
Islam, yang mengatakan bahwa talak adalah salah satu hak suami.

Sebagaimana salah satu firman Allah SWT di antaranya surah At-Thalaq



ayat 2.°

Sebaliknya menurut Hukum Positif, talak yang dilakukan di luar
Pengadilan itu tidak sah Terdapat dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam
(KHI) yang mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan
sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak
berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Bapak Affan sebagai masyarakat desa Siolip yang melakukan
perceraian di luar Pengadilan Agama mengatakan bahwa :
“Talak na dijatuhkon di luar Pengadilan Agama | menurut
sapambinotoanku sah, harana unjung de ubege idokon guru i perceraian
atau thalak adalah salah satu hak suami, Allah mambaen hak thalak di
tangan suami, tidak menjadikan hak thalak itu di tangan orang lain baik
orang lain itu istri, atau Pengadilan.t®

Perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) UUP, sah apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam
pengertian, perkawina adalah sah apabila telah melaksanakan menurut rukun

dan syarat yang ditentukan oleh masing agama dan kepercayaannya tersebut.

® QS. At-Thalaq (65) : 2 : Maka apabila mereka telah mendekati khir ‘iddahnya, maka
rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikan
dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena
Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat.
Barang siapa bertaqwa kepada Allah niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya.

10 Perceraian yang dijatuhkan di luar pengadilan tetap sah, karena pernah saya dengar guru
saya mengatakan bahwa thalak adalah salah satu hak suami, Allah menjadikan hak thalak di tangan
suami, tidak menjadikan hak thalak itu di tangan orang lain baik orang lain itu istri, atau Pengadilan
.Hasil wawancara dengan orang yang melakukan perceraian di luar pengadilan di desa Siolip,
Tanggal 9 Agustus 2020 di desa Siolip.



Sedangkan pencatatan perkawinan di kantor urusan agama bertujuan untuk
memeberikan kepastian hukum terhadap peristiwa perkawinan yang terjadi
beserta akibat-akibatnya. dengan demikian, di dalam peraktiknya, maka ada
perkawina yang tecatat dan ada yang tidak tecatat. Perkawinan yang tidak
tercatat, biasa dikenal di dalam masyarakat dengan sebuatan perkawinan di
bawah tangan atau kawin siri.

Berdasarkan Pasal 38 UUP disebutkan bahwa putusnya ikatan
perkawinan antara suami istri di sebabkan karena kematian, perceraian dan
keputusan pengadilan. Sedangkan berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum
Islam (KHI), putusnya ikatan perkawinan karena perceraian dapat
diakibatkan karena adanya gugatan dari istri. Pasal 114 KHI menyatakan :
“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi
karena talak atau berdasarkan gugatan cerai.

Pasal 39 ayat (1) UUP, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di
depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha
dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam hal ini untuk
orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama.'!

Dengan demikian, maka perceraian, baik cerai karena talak maupun
cerai karena gugatan hanya bisa dilakukan dan sah secara hukum apabila

melalui proses sidang Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal

1 Undang-Undang No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan.
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istri.  Kerangka berfikir Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang
penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh
keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis, maupu secara sosial.

Perkawinan menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1
perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa. Tujuan perkawinan yang di inginkan dalam Undang-undang No.1
Tahun 1974 tidak hanya melihat dari segi lahiriah saja tetapi sekaligus
terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan istri yang tujukan
untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia
bagi keduanya dan sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa.'?

Tujuan dari perkawinan yang lain adalah memperoleh keturunan
yang baik. Dengan perkawinan pada usia yang terlalu muda mustahil akan
memperoleh keturunan yang berkualitas. Kedewasaan ibu juga sangat
berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa
secara psikologis akan lebih terkendali emosinya maupun tindakannya.bila
dibandingkan dengan para ibu muda.

Salah dari akibat perkawinan usia muda itu adalah perceraian,

walaupun perceraian tidak hanya terjadi pada suami istri yang menjalani

12 Drs. Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan

Bintang, 1973), h: 14
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perkawinan usia muda, tetapi juga pada suami istri yang menjalani
perawinan sesuai dengan UU Perkawinan. Perceraian yang sering terjadi
karena tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga mereka. Banyak
Perkawinan yang tidak membuahkan kebahagiaan tetapi tidak diakhiri
dengan perceraian, karena perkawinan tersebut di dasari oleh pertimbangan
agama, moral, kondisi ekonomi dan alasan lainnya.

Perceraian sering terjadi karena tidak ada kehormanisan lagi dalam
rumah tangga mereka. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan
putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 perceraian adalah salah satu sebab
putusnya perkawinan. Perceraian tidak hanya berakibat pada pasangan suami
istri itu saja, tetapi akan berakibat pula pada pemeliharaan anak, harta
bersama, dan masalah pemberian nafkah. 3 Pada saat ini banyak masyarakat
yang tidak mengetahui tata cara perceraian menurut hukum positif.
Masyarakat hanya mengetahui adanya talak 1, talak 2, dan talak 3 saja tanpa
mengetahu dengan jelas maksud dari semuanya.

Penyebab perceraian tersebut lebih dipertegas dalam rujukan
pengadilan agama , yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana yang
pertama adalah melanggar hak dan kewajiban. Dalam Hukum Islam, hak

cerai terletak pada suami. Oleh karena itu di Pengadilan Agama maupun

13 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum islam di Indonesia, Direktorat Jendral Pembinaan

Kelembagaan Agama, (Jakarta , 2000,), h : 14
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Pengadilan Negeri ada istilah cerai talak, sedangkan putusan Pengadilan
sendiri ada yang disebut sebagai cerai gugat. Disini letak perbedaannya.
Bahkan ada perkawinan yang putus karena li’an, khuluk, fasakh dan
sebagainaya. Putusan Pengdilan ini akan ada berbagai macam produknya. 4

B. Defenisi Operasional Penelitian

Defenisi Operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalah
pahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah
dalam judul Tesis. Sesuia dengan judul penelitian yaitu : “Perceraian diluar
Pengadilan Agama Analisis Praktek Perceraian Masyarakat di desa Siolip

Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

a. Perceraian
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pisah, putus
hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian kata ‘“Perceraian”
mengandung arti perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), yang
kata “bercerai” itu sendiri artinya “ menjatuhkan talak atau memutuskan
hubungan sebagai suami istri”.*°
b. Pengadilan Agama
Pengadilan dalam istilah Inggris disebut court, sedangkan dalam

istilah belanda disebut rechtbank. Keduanya memiliki maksud sebagai,

14 Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta : Pradnya Paramita , 2004), h : 9
15 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa , Kamus Besar Bahasa
Indonesia Edisi Kedua , (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h : 185
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badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan
memutus perkara.'® Peradilan Agama termasuk peradilan khusus
sebagaimana halnya dengan peradilan lain, kekhususan bagi peradilan
agama, karena ia merupakan peradilan bagi para pencari keadilan yang
beragama Islam mengenai perkara-perkara perdata yang hanya terbatas
mengenai hukum kekeluargaan seperti perkawinan, perceraian, dan
kewarisan serta sebagai hukum perikatan seperti wasiat, wakaf, hibah,
shadagah.
c. Analisis
Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KKBI) analisis adalah
penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb), untuk
mengetahui  keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk
perkaranya.’
d. Praktek
Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) Praktek adalah
Pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.
e. Masyarakat
Defenisi masyarakat adalah golongan besar atau kecil yang terdiri
dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian

secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain.

16 Subekti, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, (Jakarta, 1978), h : 91-92
17 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa , Kamus Besar Bahasa
Indonesia Edisi Pertama , (Jakarta: Balai Pustaka,2008), h : 58
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f. Desa Siolip
Desa Siolip merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan
Barumun Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara yang
jumlah penduduknya 3500 jiwa dan luasnya 500.8
g. Kecamatan Barumun Baru
Kecamatan Barumun merupakan sebuah Kecamatan yang ada di
kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara yang terdiri dari 29 desa dan
satu Kelurahan yang luas wilayahnya 119,50 km
h. Kabupaten Padang Lawas
Kabupaten Padang Lawas adalah Kabupaten di Provinsi Sumatera
Utara, dan terbentuk pada tahun 2007, merupakan daerah pemekaran dari
Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Luas wilayah
kabupaten Padang Lawas keseluruhan adalah 3.892,74 km2. Dan jumlah
penduduk sekitar 257.434 jiwa.®
C. Masalah
1. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas maka penulis
mengidentifikasi masalah yang ada pada penelitian ini, yaitu:
a) Efek dari Terjadinya Perceraian di luar Pengadilan Agama di desa

Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

18 Hasil Wawancara dengan bapak Mansur Hanafi, ( Kepala Desa Siolip) 9-Agustus- 2020.
19 Data Sstatisstik Kantor Kepala Desa 2020.
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b) Sebab Terjadinya Perceraian di luar Pengadilan Agama di desa Siolip
Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

c) Pendapat Ahli Agama Hukum Cerai

Batasan Masalah

Penelitian tesis ini hanya meneliti pada Perceraian di luar

Pengadilan Agama Masyarakat desa Siolip Kecamatan Barumun

Kabupaten Padang Lawas.

Rumusan Masalah

a) Bagaimana Kasus Perceraian di luar Pengadilan Agama yang Terjadi
di Desa Siolip Kecamatan Barumun Kabpaten Padang Lawas ?

b) Apa Alasan Mereka Melakukan Perceraian di luar Pengadilan Agama
?

c) Bagaimana Praktek Perceraian di luar Pengadilan Agama Ditinjau
Menurut Hukum Islam ?

Manfaat dan Kegunaan Penelitian

a) Secara teoritis penelitian ini diharapakan mampu memberikan
sumbangsih untuk menambah serta memperkaya khazanah ilmu
pengetahuan seiring dengan munculnya beragam fenomena yang
terjadi dikalangan masyarakat tentang Perceraian di luar Pengadilan.

b) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi
peneliti-peneliti selanjutnya khususnya tentang Perceraian di luar

Pengadilan Agama.
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c) Hasil penelitian ini diharapakan mampu memberikan informasi serta
pengetahuan bagi masyarakat luas tentang Perceraian di luar
Pengadilan Agama.

d) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kajian
keilmuan bagi akademis, khususnya bagi mahasiswa fakultas sayariah.

e) Untuk mengetahui bagaimana analisis perceraian masyarakat desa
Siolip Kecamatan BarumunKabupaten Padang Lawas.

f) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga.

D. Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan penulisan tesis ini sehingga sistematis dalam
materi bahasannya, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai
berikut :
BAB | : Berisikan Tentang Latar Belakang Masalah, ldentifikasi Masalah,
Batasan Masalah,Rumusan Masalah/ Pertanyaan Penelitian,
Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat
dan Kegunaan yang di peroleh dari Penelitian,Landasan Teoritis
yang pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan
data dengan dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
BAB Il : Kajian Teori tentang Pengertian Perceraian, Menurut Bahasa dan
Istilah,Macam-macam Sebab Putusnya Perkawinan, Cerai,
Khulu’, Fasakh, Meninggal, Akibat Perceraian, Pengasuhan Anak,

Harta Bersama, Masa ‘Iddah, Peranan Pengadilan Agama dalam
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Memutuskan Perkawinan, Ketentuan Perundang-undangan tentang
Perceraian, Kewenangan Pengadilan Memutuskan Perkawinan
Menurut Hukum Islam, Dasar Hukum yang dipakai Pengadilan
dalam membuat Keputusan.
Fenomena atau Kebiasaan Masyarakat desa Siolip Melakukan
Perceraian

Metodologi Penelitian , Pengertian Metodologi Penelitian,
Macam-macam Penelitian, Lokasi Penelitian, Metode Penelitian,

Kualitatif, Kuantitatif,

BAB IV : Bagaimana Fenomena Kasus Perceraian di luar Pengadilan Agama

BAB V

di desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas,
Apa Alasan  Masyarakat desa Siolip Kecamatan Barumun
Kabupaten Padang Lawas melakukan Perceraian di Luar
Pengadilan, Bagaimana Praktek Perceraian di luar Pengadilan
Agama di desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang
Lawas.
:Penutup yang berisikan kesimpulan, saran-saran terhadap
permasalahan yang di uraikan, daftar kepustakaan dan lampiran-

lampiran.
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TINJAUAN PUSTAKA

A. PERCERAIAN
1. Pengertian Perceraian Perceraian dalam bahasa arab dikenal dengan istilah

talag, yang secara etimologi adalah :

K] ’é)’j s B gy GYL

nery e)sns NN !iw e}dio yey o

“Talaq secara bahasa adalah melepaskan dan membuka ikatan”.
Sedangkan menurut istilah talak sering didefenisiskan sebagaai

A a5 L ga;.\z;) Laal, JW o J i) C&ﬁs A5 55

Membuka ikatan pernikahan baik berlaku saat itu juga atau pun di masa
yang akan datang, dengan menggunakan lafadz tertentu atau hal-hal yang
senilai dengannya.?

2. Macam-macam Sebab Putusnya Pernikahan

Menurut ketentuan hukum Islam, perkawinan dapat putus karena :

a. Kematian

A3JISIATU) DTWR]S] d)e)S

Kematian suami atau istri mengakibatkan perkawinan putus sejak

! Zainuddin ibn Abdu al-Aziz al-Malibari, Fath al-Mu’in bi Syarh Qurrah al-Aini, (Surabaya :
gkulu Indah,tt), h; 112

2 Ahmad Sarwat, Ensiklopedia Fikih Indonesia 8 : Pernikahan, (Jakarta :Gramedia Pustaka
ma), h : 259-260
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terjadi kematian. Istri yang ditinggal mati suaminya harus menjalani masa
berkabung 4 bulan.

10 hari. 3

Ihdad (berkabung) perempuan yang ditinggal mati oleh suami telah
diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang masa berkabung
seseorang perempuan (istri) yang ditinggal mati suaminya , dijelaskan dalam
pasal 170, Bab XIX, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang masa
berkabung sebagai berikut :
Istri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa
berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus
menjaga timbulnya fithnah.
Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung
menurut kepatutan.*

Didalam ayat al-Qaur’an juga ditemukan tentang hukum yang
ditinggal mati sedang wanita tersebut dalam keadaan hamil. Keadaan hamil
menunjukkan telah terjadinya dukhul /hubungan intim antara suami istri. Hal

ini disebutkan dalam al-Qur’an QS. sAt-Thalag : 4 dan Al-Bagoroh ayat 234.

P
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3 Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH.MH. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Banda Aceh:
2010, h:117-118
4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 170
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Orang-orang Yyang meninggal dunia di antaramu dengan
meninggalkan  isteri-isteri  (hendaklah  para isteri itu)
menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.
Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu
(para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka
menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu
perbuat.(QS.Al-Bagarah ayat 234)

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di
antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang
masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan
begitu (pula) perempuan-perempuan Yyang tidak haid. Dan
perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah
sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang
bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya
kemudahan dalam urusannya.(QS. At-Thalag ayat : 4)

Sebagian sahabat Nabi memahami kedua ayat diatas bahwa masa

‘iddah bagi wanita yang diceraikan sedang ia hamil adalah sampai ia

melahirkan. Adapun untuk orang yang hamil yang suaminya wafat adalah

empat bulan sepuluh hari, juga sampai ia melahirkan. Kedua hukum ini
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berlaku bersamaan dengan pengambilan waktu yang paling akhir diantara
keduanyasebagai patokan, sebab tidak ada nash yang menyebutkan masa
‘iddah berakhir dengan melahirkan kecuali di dalam perkara thalag/cerai.®
Perceraian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disingkat
KBBI definisi dari talak ialah; “perceraian antara suami istri, lepasnya ikatan
perkawinan, suami istri sudah berpisah tetapi belum sah diceraikan.

Kamal Muchtar menyebutkan bahwa “Talak” berarti “membuka
ikatan”, “membatalkan perjanjian”. “Furgah” berarti “bercerai”, lawan dari
“berkumpul”. Kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli
figih yang berarti: perceraian antara suami istri.®

Secara istilah, talak didefinisikan oleh beberapa ulama dengan
memiliki esensi yang sama, diantaranya: Sayyid Sabig mendefinisikan talak
dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya
mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.” Menurut Al- Jaziri, talak
lalah: menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan
ikatannya dengan menggunakan kata tertentu. Sedangkan menurut Abu

Zakaria Al-Anshari, talag ialah: melepas tali akad nikah dengan kata talaq

dan yang semacamnya.

g A3ISIdATU) DTWE[S] d)e)S
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5 Arif Marsal, Putusnya Perkawinan karena kematian sebelum terjadinya al-Dukhul, Masa

‘i@ah dan Kaitannya dengan Kaedah Taqdim al-Nasala al-Qiyas, Jurnal Pemikiran Hukum dan
Hkum Islam, Vol.8, No 2, 2017, h : 214-215

%)

6 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum lIslam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang,

1993), him. 156

Ty wiisey] Jrredgan

" Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, Juz I1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983) him. 206
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Jadi talaq adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga
setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya.®

Di dalam kitab Kifaayatul Akhyaar menjelaskan talak sebagai sebuah
nama untuk melepaskan ikatan perkawinan dan talak adalah lafadz jahiliyyah
yang setelah islam datang menetapkan lafadz itu sebagai kata untuk
melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang talak itu berdasarkan al-kitab, hadits,
ijma’ ahli agama dan ahli sunnah.’

Talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan
sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya
dapat putus dan tata caranya telah diatur baik di dalam figih maupun UUP.
Di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perceraian
diatur dalam pasal 38 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena;
kematian, perceraian dan putusan pengadilan.

Adapun alasan-alasan yang dipergunakan untuk putusnya perkawinan
tercantum dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974,6
sebagai berikut:

1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan
lain sebagainya yang sukar disembuhkan

2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun secara
berturut-turut tanpa ijin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karna hal lain

diluar kemampuanya.
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8 Muhammad Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munahakat. (Jakarta: PT RajaGrafindo
rsada, 2009) h. 229.
° Tagiuddin, Kifayatul Akhyar , Juz Il (Bandung: Al- Haromain Jaya, 2005) hal.84
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3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang
membehayakan pihak lain.

5) Salah satu pihak mendapat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat
menjalanakan kewajibanya sebagai suami istri.

6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisinan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan yang dimaksud dengan
talak adalah: ,Ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang
menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana
dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Allah menentukan syari’at perkawinan dengan tujuan untuk
mewujudkan ketenangan hidup, menimbulkan rasa kasih sayang antara
suami dan istri, antara mereka dengan anak-anaknya, antara pihak-pihak
yang mempunyai hubungan besan akibat perkawinan suami istri itu, dan
untuk melanjutkan keturunan dengan cara berkehormatan.

Tujuan syariat perkawinan seperti disebutkan itu kadang-kadang
terhalang oleh keadaan-keadaan yang tidak diduga sebelumnya. Misalnya
salah satu suami atau istri mandul, hingga tujuan melanjutkan keturunan
terhalang, padahal salah satu pihak benar-benar menginginkan keturunan.
Dalam hal seperti ini, Islam sama sekali tidak mengekang keinginan kodrati
pihak-pihak bersangkutan. Bagi suami yang beristri mandul, dimungkinkan
untuk berpoligami, dan bagi istri yang bersuami mandul dibenarkan

menghentikan perkawinan dengan jalan khulu’ (talak tebus) lewat
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pengadilan.

Contoh lain antara suami dan istri ternyata terdapat perbedaan-
perbedaan karakter dan watak yang tidak mudah diserasikan. Rumah tangga
mereka selalu diliputi percekcokan-percekcokan yang tidak mudah
diselesaikan. Meskipun telah diusahakan untuk mendamaiakandengan
berbagai macam jalan, ternyata antara suami istri tidak pernah dapat hidup
damai. Ketenangan hidup rumah tangga terhalang, mawaddah dan rahmah
(rasa kasih sayang) tidak pula terjalin. Dalam keadaan seperti ini, Islam tidak
akan membiarkan terjadinya kehidupan suami istri yang penuh dengan
penderitaan-penderitaan. Antara mereka dimungkinkan memutuskan ikatan
perkawinan dengan jalan baik-baik, dengan pertimbangan untuk kebaikan
hidup masing-masing.*©

Selain itu,seorang suami Yyang tidak memperhatikan kewajiban
terhadap istri, tidak member nafkah lahir maupun bathin dalam waktu yang
cukup lama, memperlakukan istri tidak baik, menganiaya dan sebagainya.
Dalam keadaan seperti ini Islam tidak membiarkan seorang istri hidup
teraniaya, kepadanya diberi hak untuk minta dihentikan perkawinannya
dengan jalan khulu’ lewat pengadilan. Apabila yang terjadi sebaliknya, istri
tidak memperhatikan hak suaminya, tidak taat, tidak setia, suka berkawan
dengan orang-orang yang justru tidak disukai suami dan sebagainya, maka

suami tidak dibiarkan menahan perasaan, mempertahankan istri yang
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memang tidak membawa kebaikan dalam kehidupan rumah tangga itu.
Kepadanya diberi hak untuk menghentikan perkawinannya dengan jalan
talak.

Jumhur (mazhab Maliki, Syafi“i dan Hanbali) menyebutkan
sesungguhnya talak adalah perkara yang boleh dan selayaknya tidak
dilakukan karena dia mengandung pemutusan rasa dekat, kecuali karena ada
sebab. Dan masuk ke dalam keempat hukum yang terdiri dari wajib, haram,
makruh, sunat dan mubah. Dan pada asalanya adalah khilaful awla.!*

Apabila antara suami istri senantiasa terjadi percekcokan dan ternyata
setelah dilakukan pendekatan melalui juru damai (hakam) dari kedua belah
pihak, percekcokan tersebut tidak kunjung berakhir. Dalam keadaan seperti
ini, hukum talak adalah wajib karena perkawinan bertujuan untuk menjalin
hubungan yang harmonis penuh kasih sayang serta menciptakan ketentraman
antara kedua belah pihak.?

Pensyariatan talak adalah sebuah rahmat dari-Nya. Maksudnya,
sesungguhnya talak adalah obat yang mujarab dan jalan keluar terakhir dan
penghabisan bagi sesuatu yang sulit untuk dipecahkan oleh suami istri, dan
orang-orang yang baik, serta kedua hakam.

Mengutip pendapat dari Amir Syarifuddin bahwa disyari’atkannya

talak tidak lain untuk:
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11 Wahbah Az-Zuhaili, Op.Cit, him. 322.
2 Abdul Aziz Dahlan, Ensklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), jilid
, him. 1777
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1) Menolak terjadinya mudharat lebih jauh, karena tidak terciptanya suasana
yang sesuai dengan tujuan dasar dilaksanakannya pernikahan.
2) Hanya untuk tujuan kemaslahatan, yakni daf"'ul mafasid.*®

Hukum Islam menentukan bahwa hak menjatuhkan talak adalah pada
suami, dengan pertimbangan bahwa laki-laki pada umumnya secara kodrati
lebih mampu berfikir mempertimbangkan mana yang lebih baik antara
perpisahan atau bertahan hidup bersuami istri. Daripada perempuan. Laki-
laki pada umumnya lebih matang berfikir sebelum mengambil keputusan
daripada perempuan yang biasanya bertindak atas dasar emosi.

Dengan demikian, apabila hak talak diberikan kepada suami, maka
diharapkan bahwa kejadian perceraian akan lebih kecil kemungkinannya
daripada apabila hak talak diberikan kepada istri. Pertimbangan lain, seorang
suami akan berfikir panjang untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya,
sebab talak itu akan berakibat beban atas suami, berupa nafkah selama istri
mengalami masa ‘iddah dan mut’ah (pemberian sejumlah harta oleh suami
kepada istri yang ditalak). Kalau sekiranya suami menjatuhkan talak tidak
atas dasar pertimbangan yang logis dan sehat, tentu saja ancaman Allah
SWT, akan berlaku, yaitu “di Murka”. Pertimbangan inilah yang diserahkan
kepada suami, agar kehidupan di dunia ini tidak sia-sia. Artinya kehidupan

yang penuh dengan kemurkaan Allah.
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13 Maslahat dalam konteks Ushul Figih memiliki dua makna yang tidak bisa dipisahkan, yakni,
gambil/mendapatkan kebaikan (zlasl! 2l») dan menjauhkan kejelekan (2u\iall «43)
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Oleh karenanya, makin kuat iman seseorang, makin logislah
pertimbangan ketika berhadapan dengan pilihan menjatuhkan talak atau
mempertahankannya.

c. Khulw’
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1) Pengertian Khulu’

Definisi khulu’ ialah talak tebus, karena isteri yang menginginkan
cerai menebus dirinya sendiri dengan memberikan kompensasi atau
mengembalikan mahar kepada suaminya. Sebenarnya kAulu’ bukanlah
tergantung pada ganti rugi yang diberikan, akan tetapi kesediaan suami
untuk menceraikan isterinya dengan menerima iwadh. Karena tanpa

persetujuan suami k#ulu’ tidak akan terjadi.'*

Sedangkan menurut KHI kAulu’ ialah perceraian yang terjadi atas
permintaan istri dengan memberikan tebusan kepada dan atas persetujuan

suami.

Seiring dengan itu, dalam tatanan hukum positif kAulu’ disebut
juga cerai gugat. Cerai gugat dapat terjadi disebabkan adanya suatu
gugatan oleh pihak isteri atau kuasa hukumnya kepada pengadilan. Di
dalam PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan cerai gugat adalah suatu gugatan
perceraian yang diajukan oleh pihak isteri atau kuasanya kepada

pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

Ty WwiIse)] JureAg(uejng jo A3JISIdAIU) dTWE[S] 3}e}S

14 Daniel S Lev, Peradilan Agama Di Indonesia, (Jakarta: PT. Intermasa, 1986), h. 210
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Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya mendefinisikan khulu”
merupakan perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya atas
dasar kehendak istri dengan catatan pihak istri sanggup membayar ganti
rugi (iwadh) kepada pihak suami, yang dilakukan atas dasar adanya
kesepakatan dan persetujuan antara kedua belah pihak dengan
menggunakan perkataan “cerai” atau “khulu™ dari suaminya”. Sedangkan
iwadhnya adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai yang dapat
dijadikan sebagai mahar, serta adanya persetujuan mengenai tebusan yang
diberikan pihak isteri kepada suami dan antara kedua belah pihak

bersepakat untuk melakukan khulu’*

Dalam menjalani bahtera rumah tangga, akan senantiasa berada
dalam koridor yang benar, aman, damai dan sejahtera serta diliputi oleh
rasa saling menyayangi dan mencintai jika kedua belah pihak menjalankan
hak dan kewajiban sebagaiamana yang telah diatur oleh syariat, adanya

kejujuran dan rasa saling percaya antara suami dan isteri.

Namun, jika salah satu pihak lalai dalam menjalankan hak dan
kewajibannya maka akan timbul kesalah pahaman, pertengkaran dan
berujung pada perceraian. Dalam hal perceraian, suami berhak mentalaq
isterinya karena talaq adalah hak istimewa yang hanya diberikan kepada

suami. Dan isteri juga bisa melepaskan diri dari suaminya dengan cara

Ty WISeY] ;}w& up}ng Jo AJISIdATU() DTWE[S] 3}e)}§

15 Wahbah az-Zuhaili, Figh Islam wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 9, h. 418-
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khulu’ yaitu isteri bersedia untuk memberikan ganti rugi berupa uang,
barang, atau mengembailkan mahar yang telah ia terima dari perkawinan

dengan suaminya asalkan suami berkehendak untuk menceraikannya.

2) Akibat Khulu’

Mengenai akibat dari khulu’ terjadi perbedaan pendapat ulama,

Buepun-6uepun 16unpuiq e3di yeH

apakah khulu’ termasuk talaq dan mengurangi jumlah talag ataukah

termasuk fasakh. Diriwayatkan dari sebagian sahabat diantaranya

nery ejxsng NN Ayjlw eydio yeq @
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Ustman, Ali, Ibn Mas’ud Ra dan mayoritas tabi’in bahwa khulu
adalah talag. Pendapat ini dipegang oleh Imam Malik, Imam Abu

Hanifah dan Imam asy-Syafi’i dalam salah satu qaul nya. Pendapat

‘nery eysng NiN Jefem 6uek uebunuadey uexibniaw yepn uednnbuad "q
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sebagian fuqaha’ khulu’ adalah fasakh dan bukan talag kecuali bila

diniatkan talag, ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanba.®

Efek dari perbedaan pendapat ini ialah khulu’ dapat dihitung
dalam jumlah talaq atau tidak. Jumhur ulama yang menyatakan khulu’

adalah talaq menjadikannya sebagai talaq ba’in, karena jika suami

:Jagquwins ueyingaAusw uep ueywniuedsusw eduey Ul sijn} eAIey ynings neje uelbegas dinbusw HBuele|iq ‘L

masih bisa merujuki isterinya di masa iddah maka tebusannya tidak
memiliki arti.!” Sehingga suami tidak mempunyai hak untuk merujuki

bekas isterinya. Perkawinan yang baru harus dengan akad yang baru

‘nery eysns NN uizi edue) undede ynjuaq wejep Iui siny eAley yninjes neje uelbeges yeAuequadwaw uep ueywnwnbusw Buele|iq ‘Z

16 |bid, h. 654
7 lbnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, diterjemahkan oleh Abu Usamah Fakhtur Rahman,

(Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2014) h. 139
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yang berdasarkan persetujuan yang yang baru pula dari masing-masing

pihak.

Ulama vyang berpendapat bahwa khulu’ bukanlah talag
berhujjah dengan dalil bahwa Allah menyebutkan talaq dalam kitab-

Nya:

o ol 33

“Talak (vang dapat dirujuki) dua kali.” (QS. al-Bagarah: 229)

Kemudian menyebutkan tentang tebusan, “Jika suami
menceraikannya (sesudah talag yang kedua) maka perempuan itu tidak
halal lagi baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain.”
Seandainya khulu’ dinamakan talaq, niscaya talaq yang tidak halal
bagi suami untuk rujuk kecuali setelah menikah dengan suami lain

adalah talaq keempat.*®

Fasakh (putusan pengadilan)

Kata fasakh berarti merusakkan atau membatalkan. Jadi, fasakh
sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau
membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. Fasakh dapat

terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan

Ty WiIse)] JureAgluel ng jo AJISIdAIU) DTWE[S] 3}e)§

18 Ibid, h. 140
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dan dapat pula terjadi karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad

nikah dilakukan dan hidup perkawinan berlangsung.

Pengertian Fasakh yang dikemukakan ulama diantaranya yaitu
dinyatakan oleh al-Barkati, bahwa fasakh adalah mencabut atau memutuskan
akad.’® Ibn al-Subki seperti dikutip oleh al-Suyuti mendefenisiskan fasakh

sebagai : <8l Lis)) Ja artinya “melepas ikatan akad”

Fasakh macam pertama misalnya suami istri yang telah
melangsungkan hidup perkawinan, tiba-tiba diketahui bahwa antara mereka
terdapat hubungan saudara susuan. Sejak diketahuinya hal itu, hubungan
perkawinan mereka menjadi batal meskipun misalnya telah mempunyai
keturunan yang dipandang sebagai anak sah suami istri bersangkutan.
Perkawinan itu dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sahnya akad , yaitu

tidak ada hubungan mahram antara laki-laki dan perempuan.

Fasakh macam kedua, yaitu karena terjadinya hal yang baru dialami
setelah akad nikah terjadi dan hubungan perkawinan berlangsung , misalnya
suami istri beragama Islam, tiba-tiba suami murtad, keluar dari agama Islam.
Apabila telah diusahakan dengan cukup agar suami kembali lagi beragama

Islam, tetapi ia tetap mengutamakan murtad, hubungan perkawinan mereka

Ty WwiIse)] JureAg(uejng jo A3JISIdAIU) dTWE[S] 3}e}S

19 Muhammad ‘Amim al-Barkati , al-Ta’rifat, (Bairut : Dar Kutb, Ilmiyah, 2003), h : 164
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diputuskan sebab terdapat penghalang perkawinannya, yaitu larangan kawin

antara perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim.?

3. Akibat Perceraian

a. Pengasuh anak (Hadhonah)
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Dalam Islam pemeliharaan anak disebut dengan istilah
hadhanah (tanggung jawab). Hadhanah menurut bahasa berarti
mendekap, memeluk, mengasuh, atau merawat. Sedangkan hadhanah
menurut istilah berarti meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk
seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan.
Seorang Ibu waktu menyusukan, meletakkan anak di pangkuannya,
dan melindunginya dari segala yang menyakitinya. 2

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pemeliharaan anak
(hadhanah) terdiri dari dua kata yaitu pemeliharaan dan kata anak,
pemelihara berasal dari kata pelihara yang memiliki arti jaga.

Sedangkan kata pemeliharaan yang berarti proses, cara, perbuatan

penjagaan, perawatan pendidikan.

Secara istilah ulama figh, hadhanah ialah melakukan
pemeliharaan terhadap anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun

perempuan, merawat dan mendidik anak yang belum mumayyiz
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20 Basyir, Ahmad Azhar, Haji, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta, Ull Press, 1999), h : 72
2L Prihatini Purwaningsih, Hak Pemeliharaan Anak(Hadhonah) Akibat Perceraian Ditinjau dari
um fositif, YUSTISI, Vol, 1 No, 2, 2014, h : 57
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(belum dewasa) atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka
tidak dapat memenuhi keperluannya sendiri.??

Merawat artinya memelihara dan menjaga kepentingan anak
serta melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya.
Mendidik artinyamembekaii anak dengan pengetahuan rohani dan
jasmani serta akalnya, supaya si anak dapat berkembang dan dapat
mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya. Belum mumayyiz
maksudnya si anak baik laki-laki atau perempuan yang masih kecil
belum dapat berdikari dan belum memiliki kecerdasan atau
pengetahuan yang cukup sehingga karenanya si anak belum dapat

memenuhi kebutuhannya sendiri.

Sayyid Sabig dalam bukunya Figh Sunnah memberikan
definisi hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang
masih kecil laki-laki ataupun perempuan yang sudah besar, tapi belum
tamyiz tanpa perintah padanya, menjadikan sesuatu yang menjadikan
kebaikannya, menjaganya, dari suatu yang menyakiti dan merusaknya,
mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri

menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.?
Dalam istilah figh digunakan dua kata namun ditujukan untuk
maksud yang sama yaitu kafalah dan hadhanah. Yang dimaksud

dengan hadhanah atau kafalah dalam arti sederhana ialah pemeliharaan

(
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22 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: IkhtiarBaru, 1999), him. 415.
23 Sayyid Sabig, Figh Sunnah, Penterjemah Mohammad Thalib, Judul Asli Figh assunnah,
ndung: PT al-Ma’arif, 1980), cet. ke-8, h. 173.
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atau pengasuhan. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan

anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.?*

Ulama figih mendefinisikan hadhanah, vyaitu melakukan
pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun
perempuan, atau Yyang sudah besar tetapi belum mumayyiz,
menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaganya dari
sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani,
dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan
memikul tanggug jawabnya. Sayyid Sabig dalam bukunya Figh
Sunnah  memberikan definisi hadhanah adalah melakukan
pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan
yang sudah besar, tapi belum tamyiz tanpa perintah padanya,
menjadikan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya, dari
suatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan
akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul

tanggung jawabnya.?

Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa hadhanah adalah hak
berserikat antara ibu, ayah dan anak. Jika terjadi pertengkaran, yang

didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak. Oleh karena itu

(
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ndung: PT al-Ma’arif, 1980), cet. ke-8, h. 173.



NV VISNS NIN

AL

€

‘nery eysns NN uizi edue) undede ynjuaq wejep Iui siny eAley yninjes neje uelbeges yeAuequadwaw uep ueywnwnbusw Buele|iq ‘Z

0

g

o/l

‘nery eysng NiN Jefem 6uek uebunuadey uexibniaw yepn uednnbuad "q

‘yejesew niens uenelun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesijnuad ‘ueniiuad ‘ueyipipuad uebuniuaday ynjun eAuey uedinnbuad e

h

:Jagquwins ueyingaAusw uep ueywniuedsusw eduey Ul sijn} eAIey ynings neje uelbegas dinbusw HBuele|iq ‘L

Buepun-6uepun 16unpuiq e3di yeH

nery ejxsng NN Ayjlw eydio yeq @

35

Hukum hadhanah wajib karena anak yang dipelihara akan terancam
keselamatannya sebagaimana juga wajibnya pemberian nafkah

kepadanya.?®

Namun, Hukum ini hanya dapat dilaksanakan ketika pasangan
suami istri bercerai atau karena meninggal dunia dan memiliki anak
yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya karena itu
diperlukan adanya orang-orang yang bertanggung jawab untuk
merawat dan mendidik anak tersebut. Hal ini disebabkan karena si
anak masih perlu penjagaan, pengawasan, pengasuhan, pendidikan,

perawatan dan melakukan berbagai hal demi kemaslahatannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa batas usia
anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 Tahun
sepanjang anak itu tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah
melangsungkan perkawinan. Orang tuanya mewakili dirinya dalam
segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengdailan
pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat

untuk melaksanakan kewajiban jika orang tuanya tidak mampu.?’

Dalam ensiklopedi Hukum Islam, secara etimologis, hadhanah

berarti di samping atau berada di bawah ketiak. Sedangkan secara
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26 \Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa adillatuhu 10, (Jakarta: Gema Insani), him. 60.
27 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 98 Ayat (1)



NV VISNS NIN

AL

€

‘nery eysns NN uizi edue) undede ynjuaq wejep Iui siny eAley yninjes neje uelbeges yeAuequadwaw uep ueywnwnbusw Buele|iq ‘Z

0

g

o/l

‘nery eysng NiN Jefem 6uek uebunuadey uexibniaw yepn uednnbuad "q

‘yejesew niens uenelun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesijnuad ‘ueniiuad ‘ueyipipuad uebuniuaday ynjun eAuey uedinnbuad e

h

:Jagquwins ueyingaAusw uep ueywniuedsusw eduey Ul sijn} eAIey ynings neje uelbegas dinbusw HBuele|iq ‘L

Buepun-6uepun 16unpuiq e3di yeH

nery ejxsng NN Ayjlw eydio yeq @

36

terminologisnya, hadhanah berarti merawat dan mendidik seseorang
yang belum baligh (mumayyiz) atau kehilangan kecerdasannya karena
mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri. Sedangkan
menurut pengertian istilah yang lain, hadhanah adalah pemeliharaan
dan upaya mendidik terhadap anak yang belum cakap mengurus
dirinya sendiri dan melindungi anak tersebut dari segala sesuatu yang

dapat membinasakan atau membahayakan dirinya.?®

Hadhanah yang disepakati oleh ulama figh menyatakan bahwa
pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah wajiban
bagi kedua orang tuanya. Karena apabila anak yang masih kecil,
belum mumayiz yang tidak dirawat dan didik dengan baik,maka akan
berakibat buruk pada diri dan masa depan anak bahkan bisa
mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh sebab itu anak-anak tersebut

wajib dipelihara, dirawat dan dididik dengan baik.?°

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya
berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja,

namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.

u%ung Jo AJISIdATU) dDTWE[S] 3}e}S
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28 yaswirman, Hukum Keluarga : Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan adat dalam
yarakat Matrelineal Minangkabau (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h : 245-246

2% Andi Samsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam, (Jakarta:
cana, 2008), cet. ke-1, h.115
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°

35 1oy Al A5 e 18 Bls 35 fgdls 5 15T § Gl 3

“Dan hendaklah mereka takut, jika sekiranya mereka meninggalkan anak-
anak yang masih lemah dibelakangnya, takut akan terlantar anak-anak itu
(Jjika mereka mewasiatkan hartanya kepada fakir miskin), maka hendaklah
mereka takut kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang betul”.(Q.S.
an-Nisa’: 9)

Ayat diatas menjelaskan mengenai tanggung jawab orang tua agar
cemas bila meninggalkan keturunannya yang lemah dalam segala hal, baik
dalam arti lahiriah maupun rohaniah. Berarti orang tua mempunyai
kewajiban memelihara dan mendidik anak agar nantinya tumbuh dan
berkembang secara normal. Ayat Allah ini juga dapat ditafsirkan dalam
proses melaksanakan fungsi pendidikan. Setiap keluarga harus benar-benar
mempersiapkan masa depan keturunannya dengan sebaik-baiknya.

Selain terdapat dalam al-Qur’an, dasar hukum ini juga terdapat dalam
UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia.
Mengenai kewajiban terhadap anak yang terdapat dalam pasal 45 yaitu:

1) Kedua orang tua wajib memelihara anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2) Kewajiban orang tua yang disebut dalam pasal (1) berlaku sampai anak

kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban yang mana berlaku

meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus.
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Berdasarkan ketentuan diatas, dari dalil al-Qur’an, dan UU No. 1
tahun 1974 tentang perkawinan dapat diketahui bahwa hadhanah
(pemeliharaan anak) merupakan kewajiban, tuntutan secara sadar bagaimana
pentingnya pengasuhan anak semenjak dari kecil. Bahkan hadhanah
merupakan syari’at agama yang harus dipenuhi orang tua.

Hadhanah pada dasarnya, semua ahli figh sepakat bahwa merawat dan
mendidik anak merupakan suatu kewajiban. Mereka berbeda pendapat tentang
hak siapa hadhanah ini. Ada yang berpendapat bahwa hadhanah adalah hak
bersama antara orang tua (ibu dan ayah) dengan anak. Kalau salah satupihak
orang melepas haknya, maka si anak dapat menuntut terpenuhi hak-haknya,
sehingga orang tua tetap bertanggungjawab atas anaknya dalam semua
kebutuhan asasinya baik kebutuhan ekonomi, pendidikan ataupun kasih
sayang.

Islam pada prinsipnya menyerahkan tanggung jawab mengasuh,
memelihara dan mendidik anak kepada orang tua. Orang tua menurut Islam
juga bertanggungjawab untuk mengawasi, melindungi, dan memberi
pelayanan yang layak serta mencukupi kebutuhan anak. Tanggung jawab ini
bersifat permanen dan berkelanjutan hingga si anak mencapai batas usia
hukum sebagai orang yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.°

Demi terpenuhinya hak anak dari orang tuanya dalam keluarga, maka

orang tua harus memikul bersama tanggung jawab ini dan saling kerjasama

Ty WwiIse)] JureAg(uejng jo A3JISIdAIU) dTWE[S] 3}e}S

80 M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: Zahir Trading, 1975), h : 204
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serta bantu membantu antara ibu dan bapak. islam memiliki konsep
pernikahan sebagai media terciptanya keluarga yang sakinah, yang kondusif
bagi terwujudnya tanggung jawab bersama di antara bapak dan ibu dalam
mengelola dan menjalankan proses pemeliharaan dan pendidikan anak dalam
keluarga. Jika dalam perkawinan hak asuh anak menjadi hak bersama antara
anak dan orang tua, lalu bagaimana setelah orang tua dalam perkawinan itu
bercerai.

Para fukaha umumnya sepakat bahwa pada prinsipnya hak asuh anak
dasarnya adalah untuk kemaslahatan anak. Dengan demikian meskipun terjadi
perceraian antara seorang bapak dan ibu demi kemaslahatan umat, maka
kedua orang tua itu sama-sama bertanggungjawab atas anaknya. Tetapi
dengan pertimbangan berbagai hal, jika diperbandingkan antara bapak dan ibu
dalam soal hak mengasuh anak, maka para ahli figh pada umumnya
menyepakati untuk memberikan hak asuh itu kepada ibu dan keluarga pihak
ibu jika si ibu berhalangan.3!

Jika anak itu sudah mumayyiz, ketentuannya adalah bahwa hak asuh
itu kembaii pada prinsip bahwa peiaksanaan hak asuh ini dasarnya adalah
kepentingan atau kemaslahatan anak. Dalam hal ini demi menjaga
kepentingan anak, maka anak yang sudah mumayyiz diberi kebebasan

menentukan piiihan tentang hak asuhnya kepada ibu atau bapak.
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81 Martiman Prodjohamidjodjo, "Hukum Perkawinan Indonesia" dalam Amiur Nuruddin, dan

ari Akmal Tagiran, Hukum Perdata Islam dilndoriesia, (Prenada Media, Jakarta, 2004), him. 292
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Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 ayat A dan C, jika
terjadinya perceraian antara suami dan istri, maka (a) Pemeliharaan anak yang
belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b) Biaya
pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Menurut Hukum Perdata Ketentuan yang mengatur tentang kekuasaan
orang tua terhadap pribadi anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
ini terdapat dalam beberapa pasalnya, antara lain: Di dalam Pasal 298 Ayat (2)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditegaskan bahwa kedua orang tua
wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa.
Ketentuan ini jelas menyatakan bahwa kekuasaan orang tua berada pada
kedua orang tua. Di dalam Pasal 299 Kitab UndangUndang Hukum Perdata,
ditegaskan bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak hanya ada selama

perkawinan, sepanjang kekuasaan tersebut tidak dicabut.

b. Harta Bersama

Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia, yang di susun oleh JS Badudu
dan SM Zain, pengertian harta gono gini juga sama dengandefenisi baku
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu harta perolehan bersama selama
bersuami istri. Defenisi harta bersama dalam kamus bahasa Indonesia berarti
harta yang diperoleh bersama di dalam perkawinan. 3

Harta bersama (marital properties ) merupakan konsep hukum yang

termasuk dalam ranah hukum perkawinan. Tidak hanya di indonesia, negara-
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32 Tim Penyusun, Kamus bahasa Indonesia,( Jakarta : Pusat Bahasa,2008), h : 512



NV VISNS NIN

AL

€

‘nery eysns NN uizi edue) undede ynjuaq wejep Iui siny eAley yninjes neje uelbeges yeAuequadwaw uep ueywnwnbusw Buele|iq ‘Z

0

g

o/l

‘nery eysng NiN Jefem 6uek uebunuadey uexibniaw yepn uednnbuad "q

‘yejesew niens uenelun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesijnuad ‘ueniiuad ‘ueyipipuad uebuniuaday ynjun eAuey uedinnbuad e

h

:Jagquwins ueyingaAusw uep ueywniuedsusw eduey Ul sijn} eAIey ynings neje uelbegas dinbusw HBuele|iq ‘L

Buepun-6uepun 16unpuiq e3di yeH

nery ejxsng NN Ayjlw eydio yeq @

A31SIdATU) dTWR[S] d)e)S

41

negara lain, baik yang menganut common law maupun civil law juga
mengenal lembaga hukum harta bersama. Pengertian ini selaras dengan
makna harta bersama dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP) Bahwa harta bersama adalah harta
benda yang diperoleh selama perkawinan (property produced during the
marriage between a husband and wife).

Sebenarnya, istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal
formal dalam peraturan Perundang-undangan di tanah air, baik dalam UU
No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPer) maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah harta
bersama.

Perlu ditegaskan bahwa pemaknaan harta bersama tidak tidak hanya
mencakup harta benda yang diperoleh semata, melainkan juga mencakup
utang-utang yang timbul selama dalam perkawinan. Pemahaman ini
merupakan perluasan makna dari pasal 35 ayat (1) UUP yang bertujuan
untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban suami istri terhadap utang-utang
bersama yang timbul selama dalam perkawinan mereka.>*

Konsep hukum harta bersama dalam sistem hukum perkawinan di

Indonesia lahir dari pemikiran bahwa dalam hubungan suami dan istri yang

N
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34 M. Natsir Asnawi, Hukum Harta Bersama, Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma,
isprudensi, dan Pembaruan Hukum, Edisi Pertama, (Jakarta : Kencana, 2020), h : 31
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bersifat dinamis dan saling melengkapi, berpotensi menghasilkan harta
benda yang bernilai dan dapat dimanfaatkan bersama oleh suami dan istri
maupun bagi anak-anaknya. Peran suami dan istri sama-sama penting dan
saling mendukung satu sama lain. Karena itu sekalipun misalnya dalam
hubungan suami istri, suami bertanggung jawab penuh menafkahi keluarga
dan istri menjalankan peran penuh sebagai ibu rumah tangga.

Keduanya tetap memiliki andil yang sama bagi adanya atau
diperolehnya harta-harta benda selama perkawinan. Hubungan hukum
(rechtbetrekking) dalam perkawinan melahirkan beberapa akibat hukum.
Adanya harta bersama merupakan salah satu akibat hukum dari hubungan
perkawinan yang sah dan tercatat. Harta bersama menjadi satu lembaga
hukum tersendiri dalam hukum perkawinan. Harta bersama diletakkan dalam
kelompok akibat hukum perkawinan. Ini dikarenakan harta bersama bukan
entitas yang ada sedari awal. Harta bersama lahir setelah adanya lembaga
perkawinan yang sah dan tercatat. Sahnya perkawinan ini yang menjadi
landasan ada tidaknya harta bersama kelak dalam perkawinan.

Konstruksi demikian membawa kita kepemahaman diatas bahwa harta
bersama lahir dari adanya kerja sama antara suami istri, adanya pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab masing-masing suami istri, serta adanya dukungan

timbal balik dari suami dan istri.

1) Pengurusan Harta Bersama dalam Perkawinan
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Menurut ketentuan KUHPer, suami sendirilah yang berhak mengurus
harta bersama, termasuk berwenang melakukan berbagai perbuatan terhadap
harta tersebut. Istri tidak berhak mencampuri kewenangan suami. Dasar dari
ketentuan ini adalah bahwa suami merupakan kepala rumah tangga yang
bertanggung jawab terhadap segala urusan yang berkenaan dengan kehidupan

rumah tangga, termasuk dalam hal pengurusan harta bersama.

Ketentuan tersebut diatur dalam KUHPer Pasal 124 ayat 1 “Hanya
suami saja yang boleh mengurus harta bersama. Dia boleh menjualnya,
memindah tangankannya, dan membebaninya tanpa bantuan istrinya, kecuali
dalam hal yang diatur dalam pasal 140”. Artinya suami memiliki kewenangan
dalam mengurus harta bersama karena dia merupakan kepala rumah tangga,

termasuk dalam hal menjual.memindah tangankan, dan membebaninya.

Namun suami tidak diperbolehkan mengurus sebagaimana dinyatakan
dalam pasal 140 ayat 3 yaitu : Mereka juga berhak untuk membuat perjanjian,
bahwa meskipun ada gabungan harta bersama, barang-barang tetap , surat-
surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman negara, surat-surat
berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama istri. Atau

yang selama perkawinan dari pihak istri jatuh kedalam harta bersama, tidak
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boleh di pindah tangankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan si

istri.®

Sedangkan dalam syariat Islam memang tidak dikenal istilah harta
bersama , karena memang pernikahan itu bukanlah cara atau jalan untuk
membuat harta atau pindah kepemilikan. Dalam syariah itu yang ada ialah
harta istri mutlak untuk istri dan harta suami mutlak kepemilikannya dipegang
oleh suami. Penghasilan suami mutlak milik suami namun ia berkewajiban

memberikan nafkah untuk istri dan keluarganya.®

Salah satu pengertian harta bersama dalam perkawinan adalah harta
milik bersama suami-istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama di dalam
perkawinan, seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang, atau sepeda
motor, atau barang lain kepada suami istri, atau harta benda yang dibeli oleh
suami isteri dari uang mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji
istri yang dijadikan satu, itu semuanya bisa dikatagorikan harta bersama.®’
Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian harta bersama yang disebutkan
di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: harta

benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.®

Ty Wwise)| Jiredg u%ung Jo AJISIdATU() DTWR[S] 3}e)S
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Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Fositif

Indonesia

Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif
Indonesia Suatu perbuatan hukum yang menjadi penyebab timbulnya harta
bersama adalah "perkawinan™ baik perkawinan yang diatur berdasarkan Pasal
26 KUHPdt dan seterusnya, maupun perkawinan yang diatur dalam UU No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusnya perkawinan karena perceraian ada
dua sebutan vyaitu “cerai gugat" dan '“cerai talak", penyebutan ini
menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami dan isteri. Dalam hal ini
hak untuk memecah perkawinan melalui perceraian tidak lagi monopoli

suami.

Isteri diberi hak untuk mengajukan gugatan cerai. Perceraian dengan
talak biasa disebut cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang
melangsungkan perkawinan menurut agama Islam. Sedangkan perceraian
dengan gugatan biasa disebut dengan cerai gugat berlaku bagi mereka yang
melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan bukan agama Islam.
Efek lanjutan yang timbul dari sebuah perceraian selain penetapan tentang
status hak asuh anak, nafkah, juga tentang pembagian harta bersama, yang
tidak jarang ini juga menimbulkan konflik baru antara suami dan istri pasca

perceraian.
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Oleh karena itu idealnya suami dan istri harus memahami hak dan
kewajiban masing-masing terutama menyangkut harta perkawinan. Secara
normatif, apabila kita melihat peraturan yang mengatur tentang harta
perkawinan, kita dapat mengkaji dari beberapa pasal dalam KUHPdt dan
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Harta bersama
menurut Pasal 119 KUHPdt pada pokoknya dikemukakan bahwa terhitung
sejak saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum terjadilah persatuan bulat
harta kekayaan suami dan isteri sejauh tidak diadakan perjanjian perkawinan

tentang hal tersebut.

Berdasarkan ketentuan ini dapat diartikan bahwa yang dimaksud harta
bersama adalah "Persatuan harta kekayaan seluruhnya secara bulat baik itu
meliputi harta yang dibawa secara nyata (aktiva) maupun berupa piutang

(pasiva), serta harta kekayaan yang akan diperoleh selama perkawinan”.

Masa ‘Iddah

Defenisi Iddah menurut Bahasa dari kata “al-‘udd” dan al-lhsha”
yang berarti bilangan atau hitungan, misalnya bilangan harta atau hari jika
dihitung satu per satu dan jumlah keseluruhan.

Dalam kamus Disebutkan, Iddah wanita berarti hari-hari kesucian
wanita dan pengkabungannya terhadap suami. dalam istilah fuqoha ‘lddah
adalah masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain. ‘Iddah sudah

dikenal sejak masa jahiliyyah dan hampir saja mereka tidak meninggalkannya.
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Tatkala datang Islam ditetapkan Islam karena maslahat. ‘/ddah diantara
kekhususan kaum wanita walaupun disana ada kondisi tertentu seorang laki-
laki juga memiliki masa tunggu, tidak halal menikah kecuali habis masa Iddah
wanita yang dicerai. 3 lddah termasuk diantara sesuatu yang tidak berbeda

sebab perbedaan waktu, tempat, atau lingkungan.

Jika ditelusuri secara etimologis, kata ‘iddah berasal dari kata kerja
‘adda ya 'uddu yang artinya kurang lebih al-ihsh&’, hitungan, perhitungan atau
sesuatu yang dihitung.“ Dari sudut bahasa, kata ‘iddah biasanya dipakai
untuk menunjukkan pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada
perempuan. Artinya, perempuan (istri) menghitung hari-hari haidnya dan

masa-masa sucinya.

Secara kategorial, perempuan yang ber’iddah (al-mu taddah) dapat
dikelompokkan ke dalam dua macam. Pertama, perempuan yang ber’iddah
karena ditinggal mati oleh suaminya (al-mutawaff@ ‘anhd zawjuhd).

Ketentuan masa ‘iddahnya adalah:

Pertama empat bulan sepuluh hari (arba’ah asyhur wa ‘asyr), dengan

catatan tidak hamil, baik pernah dukhdl maupun tidak. Kedua sampai

AhIsIdATU) dTWR]S] d)B)S

50
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39 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Al-Usrotu wa
muha Fii ttasriihil Islami, ( Jakarta : AMZAH, 2011), h: 318-319

%0 Ibnu ‘Abidin, Hasyiyah Radd al-Mukhtar ‘ala al-Dur al-Mukhtar, Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa
un, Jilid I11, h : 502; Muhammad Husain al-Dzahabiy. al-Syari’ah al-1slamiyyah: Dirdsah
aranah baina Ahli al-Sunnah wa Madzhab a-Ja’fariyyah, Mesir: Dar al-Kutub al-Hadtsah, 1968, h

: 307; Wahbah al-Zuhaily. al-Figh al-Islamiy wa Adillatuhu, Damaskus: Dar al-Fikr, 1996, Juz VII, h :

Bp®
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melahirkan (wadl’u al-hamli), jika kehamilannya dinisbatkan kepada shahib
al- ‘iddah. Kedua, perempuan yang ber’iddah bukan karena ditinggal mati
oleh suaminya (ghayr al-mutawaffdé ‘anhd zawjuhd). Ketentuan masa
‘iddahnya adalah: sampai melahirkan, bila kehamilan dinisbatkan kepada
shahib al- iddah; tiga qurQ’, jika ia pernah menstruasi; tiga bulan (tsalatsat

asyhur), bila belum menstruasi atau sudah putus dari periode haid (ya'isah).

Selanjutnya, yang menarik untuk mendapatkan fokus perhatian cukup
dalam hubungan ini adalah fungsi ‘iddah, yaitu membersihkan diri dari
pengaruh atau akibat hubungan perempuan bersangkutan dengan suami yang

menceraikannya. !

Masa ‘iddah tidak selalu sama pada setiap perempuan. Al-Qur'an
memberikan petunjuk dalam berbagai ungkapan yang menegaskan bahwa
masa ‘iddah ditetapkan berdasarkan keadaan perempuan sewaktu dicerai atau
ditinggal mati oleh suaminya dan juga berdasarkan atas proses perceraian,
baik cerai mati maupun cerai hidup. Dari sini, dikenal tiga macam ‘iddah.
Masing-masing adalah ‘iddah bi al-aqra’, ‘iddah al-asyhur, ‘iddah bi wadl’i

al-hamli.*

Peranan Pengadilan Agama dalam Memutuskan Perkawinan

ng [jo A31SIdATU) dDTWER][S] d)e)§

41 Zakariya al-Anshariy, Fath al-Wahhab Syarh Manhaj al-Thullab, him. 103. Al-Bujairimiy,

Bugairimy ‘ala al-Kathib, him. 35. al-Dzahabiy, al-Syari’ah al-Islamiyyah: Dirasah Mugaranah baina
A@Ii al-Sunnah wa Madzhab a-Ja’fariyyah, him. 358.

Madzha
fob)

Ty WIseY| It

42 Al-Dzahabiy, al-Syari’ah al-Islamiyyah: Dirasah Mugaranah baina Ahli al-Sunnah wa
b a-Ja’fariyyah, h : 359.
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Keberadaan Pengadilan Agama sebagai pengadilan Islam limitatif
mempengaruhi masyarakat Islam untuk mendapatkan keadilan. Dengan
demikian, adanya Undang-Undang No 50 tahun 2009 atas perubahan kedua
Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Menjadi
tonggak supremasi hukum Peradilan Agama secara garis besar terdiri dari
sumber hukum materil yang bersumber dari hukum Islam dan hukum materil
yang terikat dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan
kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan
sumber hukum formil adalah sumber hukum yang terdiri dari hukum
perundang-undangan, hukum kebiasaan, hukum yurisprudensi, hukum
agama dan hukum adat yang dinyatakan sebagi hukum positif.

Kewenangan memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara
tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam merupakan
tanggung jawab Pengadilan Agama yang didasari atas kewenangan relatif
dan kewenagan absolut.*3

Prosedur menjatuhkan thalak di pengadilan agama yaitu perceraian
dalam ikatan perkawinan adalah sesuatu yang dibolehkan oleh ajaran Islam.
Apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan,
kedamaian, dan kebahagiaan, namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak

tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian. Terjadi perceraian terbagi

TR WIse)| }!JEES upling jo &]!SIBA!U[‘] dIwre|sy 9jelg

43 Andi Intan Cahyani Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam dilndonesia, Jurnal

adau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol. XI, No. 1, 2019.
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menjadi dua aspek yaitu cerai thalak dan cerai gugat.**

Pengaruh-pengaruh unsur perubahan di atas dapat menimbulkan perubahan-
perubahan sosial dalam sistem pemikiran Islam, termasuk di dalamnya
pemikiran hukum Islam.

Pada dasarnya pembaruan pemikiran hukum Islam hanya
mengangkat aspek lokalitas dan temporalitas ajaran Islam, tanpa
mengabaikan aspek universalitas dan keabadian hukum Islam itu sendiri.
Tanpa adanya upaya pembaruan pemikiran hukum Islam akan menimbulkan
kesulitan-kesulitan dalam memasyarakatkan hukum Islam khususnya dan

ajaran Islam pada umumnya.*

1) Akibat Perceraian di Luar Pengadilan Agama Terhadap Status Perkawinan.

Sesuai dengan aturan undang-undang Pernikahan Undang-undang
No.1 Tahun 1974 tentang Pekawinan, “Perceraian hanya dapat dilakukan di
depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha
mendamaikan kedua belah pihak”. Undang-undang No.3 Tahun 2006,
Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI
yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi
karena thalak, atau berdasarkan gugatan perceraian. thalak dalam pasal 117

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan

ng [jo A31SIdATU) dDTWR][S] d)e)§

4 Muslim Zainuddin, Syab’ati Asyarah Agustina. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan

thatak tiga menjadi thalak satu (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Jurnal
I-gkum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. I, No. 1, 2018

&

I
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45 Muhammad Azhar, Figh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam
yakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 59-60.
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Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Dengan
ditetapkannya Undang-undang Perkawinan tersebut tidak berpengaruh bagi
sebagian masyarakat, yang sudah terbiasa dengan melakukan perceraian di
luar prosedur pengadilan, padahal perceraian tersebut dapat menimbulkan
dampak negatif suatu perceraian.

Status Perceraian tersebut tidak memiliki akibat hukum atau kekuatan
hukum dari perceraian tersebut, karena keputusan cerai tersebut tidak
dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, sudah sangat jelas status
hukumnya bahwa suatu perceraian yang tidak dilakukan di Pengadilan
Agama, hukum perceraian tersebut tidak sah, berdasarkan Pasal 115
Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2) Akibat Perceraian di Luar Pengadilan Agama Terhadap Istri

Perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama akan
berpengaruh dan mempunyai dampak negatif terhadap istri, karena perceraian
yang dilakukan diluar pengadilan agama tidak mempunya surat cerai yang
mempunyai kekuatan hukum, sehingga mantan istri kalau ingin menikah lagi
akan mendapatkan kesulitan dari pihak KUA (Kantor Urusan Agama).karena
setiap mantan istri (janda ) kalau ingin menikah lagi harus ada surat cerai dari
pengadilan, karena setiap janda yang hendak ingin menikah lagi harus
memiliki surat cerai dari pengadilan, sehingga menempuh jalur pernikahan
kedua kali lewat nikah dibawah tangan. Selanjutnya setelah terjadinya

perceraian (cerai di luar pengadilan), si istri tidak mendapatkan hak nya
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setelah bercerai, seperti nafkah selama masa ‘iddah, tempat untuk tinggal,
pakaian, pangan.
Akibat Perceraian di Luar Pengadilan Agama Terhadap Suami

Akibat Perceraian di luar pengadilan Agama tidak hanya berpengaruh
terhadap istri saja, tetapi juga berpengaruh terhadap suami, sama halnya
dengan istri. Suami yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama
akan mengalami kesulitan ketika hendak ingin menikah lagi dengan
perempuan yang lain, karena perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan
Agama tidak akan memiliki surat cerai yang sah dan memiliki kekuatan
hukum yang tetap, sehingga jika ingin menikah lagi melalui pihak Kantor
Urusan Agama (KUA) tidak akan mengizinkan sampai ada surat yang sah dari
Pengadilan. Akhirnya mengambil jalur menikah dibawah tangan.
Akibat Perceraian di Luar Pengadilan Terhadap Anak

Setiap perceraian pasti akan menimbulkan akaibat negatife bagi setiap
orang yang berkaitan dengan pasangan suami istri yang bercerai tersebut, baik
dari pihak istri, suami maupun bagi keluarga kedua belah pihak, terlebih lagi
perceraian tersebut akan berpengaruh kepada sibuah hati, baik perceraian
tersebut dilakukan di luar pengadilan maupun dalam pengadilan.*®

Ketentuan Perundang-undangan tentang Perceraian

Ty WISeY] ;}w?s up}ng Jo AJISIdATU() DTWE[S] 3}e)}§

46 Hamid, Andi Tahir. Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnya, (Jakarta:
ar Grafika, 1994), h : 342
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Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan
Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan
Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan atau Panglima Angkatan
Bersenjata Nomor : Kep/01/1980 tentang Peraturan Perkawinan,
Perceraian, dan Rujuk Anggota ABRI.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang
Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991
tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi

Hukum Islam).

Undang-undang tersebut dibuat dan disahkan oleh pemerintah
dengan memperhatikan kondisi sosial di beberapa masyarakat, yang mana
masyarakat tersebut membutuhkan akan adanya ketertiban hukum dalam
hal ini perkawinan dan perceraian. Norma hukum yang ada pada
masyarakat memberikan ketertiban secara Nasional, maju atau tidaknya
suatu negara adalah dengan memperhatikan kondisi sosialnya,

keseimbangan antara peran masyarakat sebagai subyek hukum dengan
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pemerintah yang membuat hukum menjadikan salah satu tujuan negara
menjadikan kehidupan warga negaranya aman, dan tertib dalam menjalani

kehidupan yang sesuai dengan norma-norma agama dan negara.

Di dalam setiap elemen masyarakat, baik yang tingkat
pendididkan, ekonomi nya tinggi maupun sebaliknya norma-norma

tersebut menjadi kebutuhan hidup di dalam setiap individu.*

2. Kewenangan Pengadilan Memutuskan Perkawinan Menurut Hukum

nery eysng NN 1w e3dio yeH o

Islam

Istilah “perceraian” terdapat pada Pasal 38 UU No.l Tahun 1974 yang
memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena:

a. Kematian,

b. Perceraian,

c. Atas putusan pengadilan”.

Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan,
yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti
berlaki-bini sebagaimana diartikan dalam kamus Bahasa Indonesia. Istilah
perceraian menurut UU No.1 Tahun 1974 sebagai mana aturan positif tentang
hukum perceraian menunjukkan adanya:

a) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami maupun istri untuk

memutus hubungan perkawinan diantara mereka.

4% Dahwadin, Muhammad Dani Somantri, Enceng lip Syaripudin, Sasa Sunarsa, Perceraian
am sistem Hukum di Indonesia, (Jawa tengah : Mangku Bumi, 2018), h: 19-21
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Peristiwa hukum yang memutuskan suami dan istri, yaitu kematian suami atau
istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung
ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

Putusan hakim yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum
putusnya hubungan perkawin antara suami dan istri.

Faktor ideal yang determinan dan menjadi sumber hukum material dan
menetukan substansi atau isi hukum perceraian dalam UU No. 1 Tahun 1974
dan peraturan pelaksanaanya adalah Pancasila, karena Pancasila adalah cita
hukum dan sumber tertip hukum nasional Indonesia, termasuk UU No.1
Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaanya.

Perceraian menurut Pasal 38 UU No.l Tahun 1974 adalah “putusan
perkawinan”. Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif
bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah
pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
Sehubungan dengan Pasal ini, Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan
Analisa Yahanan menjelaskan dalam bukunya bahwa, walaupun perceraian
adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu dari kedua belah pihak yang
seharusnya tidak perlu campur pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi
demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami

(karena pada umumnya pihak yang superior dalam kelurga adalah suami) dan
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juga untuk kepastian hukum maka perceraian harus melalui lembaga
peradilan. %

Penerapan asas Personalitas Keislaman dalam Peradilan Agama di
dasarkan pada pasal 1 angka 1 jo pasal 49 ayat (1) jo penjelasan umum angka
2 alinea 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama,
yang intinya bahwa yang berhak berperkara di peradilan agama adalah mereka
yang beragama Islam dalam perkara perdata tertentu. Selain itu juga di
dasarkan pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Repoblik Indonesia
Nomor 726 K/Sip /1976 yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa
perkawinan (Perceraian) ditentukan berdasarkan hubungan hukum pada saat
perkawinan bukan agama yang dianut para pihak pada saat sengketa terjadi.
Sehingga penerapan asas personalitas keislaman didasarkan pada hubungan
hukum yang melandasi terjadinya sengketa.

Menurut Abdul rahman Ghazali , apabila perkawinan tersebut
dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan dilakukan di Kantor Urusan
Agama, maka segala permasalahan yang terjadi setelah perkawinan
diselesaikan sesuai ketentuan hukum Islam dan hal ini menjadi kewenangan

absolut Peradilan Agama.>?

3. Dasar Hukum yang Dipakai Pengadilan dalam Membuat Keputusan

T

Bns po

ue

=]

Ty wiIse)| Jrrek

%0 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

un 1989 Tentang Peradilan Agama.

51 Fatmawati, Kewenangan Peradilan Agama dalam Memutuskan Perkara Perceraian, Jurnal

ah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan , Vol.2 , Nomor 1, 2017, h: 31

52 Ghazali , Abd, Rahman, Figh Munakahat (Jakarta : Kencana Prenada Media) h : 31
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Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan terminologi
“Putusan Pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara
perdata. Oleh karena demikian diharapkan para pihak, baik penggugat/
Pemohon maupun tergugat/ termohon, dapat menerima putusan sehingga
orang yang “merasa” dan “dirasa” haknya telah dilanggar oleh orang lain
mendapat haknya kembali dan orang yang “merasa” dan “dirasa” telah
melanggar hak orang lain harus mengembalikan hak tersebut.®

Apabila Majlis Hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan
kepadanya. Mereka harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Untuk
mengakhiri sengketa yang diajikan, putusan tersebut harus diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum. Segaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (2)
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.>*

Menurut Andi Hamzah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan,
putusan adalah ° hasil atau kesimpulan dari perkara yang dipertimbangkan
dengan masak-masak yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan”. Sudikno
Martokusumo, sebagaimana juga dikemukakan oleh Abdul Manan,
mendefenisikan putusan dengan “suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat
negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapakan dalam sidang yang

terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara atau

_|
uexyng go

b

53 Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam HukumAcara Perdatalndonesia, Teori praktek,

nik membuat dan Permasalahannya, (Bandung : PT Citra Aditya bakti, 2009), h : 147

54 pPasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

unyi : “Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam

igang terbuka untuk umum”

Ty WIsey] jire
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sengketa antara pihak yang berperkara.>® Berdasarkan kedua defenisi yang
dikemukakan tersebut, Abdul Manan menyimpulkan bahwa putusan adalah
kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang di beri wewenang
untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-
pihak yang berperkara dan di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Putusan pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan Majelis
Hakim sebagai poros utamanya, Majelis hakim memegang peranan sentral
dalam membuat putusan atas memutus sengketa yang sedang ditanganinya.
Implementasi hukum dalam putusan Majelis Hakim mengacu pada kerangka
pikir tertentu yang dibangun secara sistematik. Doktrin atau teori hukum
(legal theory) memegang peranan penting dalam membimbing Majelis Hakim
menyusun putusan yang berkualitas dan mampu mengakomodir tujuan
hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemamfaatan hukum.®’ Ketika hakim
memeriksa dan mengadili perkara agar dapat melahirkan suatu putusan yang
adil, yang berkepastianhukum dan bermanfaat.

Dalam suatu putusan, pertimbangan hukum merupakan jiwa dan inti
sari putusan, pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau

kesimpulan hukum dari majelis hakim yang memeriksa perkara. Dalam

a

Ty WISeY] ;uefg ueﬁng Jo AJISIdATU() DTWR[S] 3}e)S

55 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan peradilan Agama, (Jakarta :

cana Prenada Media Group, 2008), Cet-5, h : 291-292

% |bid, h: 292
57 Achmad Ali, Menguak teori Hukum (Legal Theory) dan teori peradilan (Judical prudence ),

rta : Kencana, 2010), Cet ke-3, h: 213
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pertimbangan hukum tersebut dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan

undang pembuktian tentang :

a) Apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat
formil dan materil.

b) Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti.

c) Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian.

d) Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.%®

Selanjutnya diikuti dengan analisis, hukum apa yang diterapkan
menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan
melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu
membuktikan dalil gugat atau dalil bantahansesuai dengan ketentuan hukum
yang diterapkan. Dari hasil argumentasi itulah majelis hakim menjelaskan
pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi
kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan

dituangkan dalam diktum putusan.>®

Apabila putusan tidak lengkap dan saksama mendeskripsikan dan
mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pmbuktian, mengakibatkan
putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau onvoldoende

gemotiveerd, dan putusan tersebut bertentangan dengan pasal 178 ayat (1)

Ty WISe)] JIreAg upjing Jo AJISIdAIU) DTWE[S] 3}e)}§

%8 M, Yahya harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: Zahir Trading, 1975), h : 809
59 Ibid, h : 809-810
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HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 14 ayat ayat (2) Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.®°

Adapun Pasal 178 ayat (1) HIR, dan Pasal 189 ayat (1) RBG berbunyi

“Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah
dasar-dasr hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak”.

Sedangkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang kekuasaan kehakiman berbunyi :

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan
pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa
dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

Dalam putusan tersebut juga diharuskan menyebut pasal-pasal tertentu
peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam putusan, sebagaimana
dimaksud dalam pasal 184 ayat (2) HIR yang menegaskan bahwa apabila
putusan di sadarkan pada aturan perundang-undangan yang pasti maka aturan
itu harus di sebut. Demikian juga diatur dalam pasal 50 ayat (1) Undang-

undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.5!

. Fenomena Kebiasaan Masyarakat Desa Siolip Kecamatan Barumun

Kabupaten Padang Lawas dalam Bercerai.

TR WIse)| _}!JE&S ue}jng jo &J!SISA!UH dIwre|sy 9jelg

60 |bid, h :810
61 Sudikno Mertokusumo, Hukum acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h :
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Menurut yang saya lihat dan saya wawancara | bahwa banyak anak-

anak dari mereka yang sekolah, ada anaknya yang menempuh sampai tingkat
aliyah, tidak sedikit juga yang menempuh pendidikannya sampai tingkat
perguruan tinggi. Hasil wawancara dengan Bapak Rizki Halomoan
mengatakan bahwa ;
Bahat do hami dison na pasikolahon daganak nami sampe tu tingkat
Tsanawiyah, aliyah, malahan sampe tu tingkat perguruan tinggi. Harana iba
pordo roha ginjang sikolah ni daganak niba, anso ulang dirasoi halai be
songon na orang rasoi on. Markobun,Memang rap adong keinginan I, harana
anggo orang tua sajo do namar porni roha inda lalu I, akkon godang an do
keinginan nalai so leng manjadi i.5?

Pendidikan

Pendidikan atau ilmu merupakan suatu hal yang sangat penting dalam
kehidupan ini, tanpa pendidikan atau ilmu manusia akan buta huruf dan ini
pun sangat merugikan dirinya sendiri. Seseorang yang mempunyai pendidikan
akan lebih tinggi derajatnya disisi Allah dari pada orang yang tidak
mempunyai pendidikan. Sebagaimana Allah berfirman dalam al-Quran surat
al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi:

a5 a1 il e il Gl g

ng o AJISIdATU) DTWIR]S] 3}e}§

62 Banyak kami disini sebagai orang tua yang menyekolahkan anak kami, tsanawiyah, Aliyah

dam sampai pada jenjang perguruan tinggi, karena aku sebagai orang tua menginginkan anak saya
s@olah setinggi mungkin, supaya anak saya tidak merasakan apa yang saya rasakan sekarang dan

%

Ty WIsey] jire

ginannya untuk sekolah ada. Bapak Rizki Halomoan, masyarakat desa Siolip Kecamatan Barumun
upaten Padang Lawas, 17 Januari 2020
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Artinya: “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu

dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”.%

Maju mundurnya suatu masyarakat tergantung pada lembaga
pendidikan yang ada dalam masyarakat tersebut. Bila sarana pendidikannya
terpenuhi dan di manfaatkan dengan baik, maka masyarakat tersebut lebih
cepat dalam mencapai kemajuan, akan tetapi sebaliknya suatu masyarakat
akan tetap tertinggal apabila sarana dalam lingkungan yang dapat
dimanfaatkan untuk suatu daerah hanya bisa di bina dan di kembangkan
melalui bangku pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal.

TABEL 1.2
SARANA PENDIDIKAN KEC. BARUMUN TAHUN 2021
NO | JENIS PENDIDIKAN JUMLAH

TK

SD

SMP

MADRASAH IBTIDAYAH

MADRASAH TSANAWIYAH

SMK

MADRASAH ALIYAH

SMA

©f @ Nl o & & w N e

SMK

R BN N W W W N B

[EEN
o

STAIBR (Sekolah Tinggi Agama
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Islam Barumun Raya)

JUMLAH 27

Sumber : Data Statistik Kantor Camat tahun 2021

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan
manusia, dengan pendidikan yang baik dan bermutu akan dapat meningkatkan
kecerdasan dan kreativitas yang dimiliki masyarakat demi terwujudnya
manusia-manusia pembangunan yang berkualitas serta dapat mendatangkan
manfaat dan pengaruh positif terhadap diri-sendiri dan lingkungan.

Dan menurut yang saya lihat bahwa sarana pendidikan di Mayarakat
Sibuhuan desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas sudah
memadai, tetapi untuk sarana pendidikan tingkat perguruan tinggi masyarakat
desa Siolip banyak yang memilih kuliah di luar Sibuhuan, seperti di Medan,
Padang, Pekanbaru, Jogja, bandung, Padang Sidimpuan, dsb. Memang
Perguruan Tinggi di Sibuhuan sudah ada, tapi hanya sebagian yang
menyambung di Perguruan Tinggi STAIBR (Sekolah Tinggi Agama Islam
Barumun Raya).

Kehidupan Beragama

Agama secara etimilogi berarti taat, patuh, tunduk, berhutang,
memiliki, menghukum dan memaksa. Sedangkan secara terminologi adalah
ketetapan llahi yang diwahyukan kepada Nabinya untuk menjadi pedoman
hidup manusia. Agama merupakan pedoman hidup manusia dalam menempuh

kehidupannya untuk menuju akhirat, tanpa agama manusia tidak punya



)

?‘_.:?

‘nery eysng NiN Jefem 6uek uebunuadey uexibniaw yepn uednnbuad "q

‘nery eysng NiN uizi edue) undede ynjuaq wejep Iul siin} eAley yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep ueyjwnwnbusw Buele|iq 'z
‘yejesew niens uenelun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesijnuad ‘ueniiuad ‘ueyipipuad uebuniuaday ynjun eAuey uedinnbuad e

‘l
)

NVIE VISNS NIN
o0
Il’ U

=)
=6

:Jagquwins ueyingaAusw uep ueywniuedsusw eduey Ul sijn} eAIey ynings neje uelbegas dinbusw HBuele|iq ‘L

0

Buepun-6uepun 16unpuiq e3di yeH

nery ejxsng NN Ayjlw eydio yeq @

65

pedoman untuk menempuh kehidupan dunia ini, kehidupan akan goyang
apabila manusia tersebut hidup tanpa agama.

Bangsa Indonesia di kenal dengan masyarakat agamis, agama-agama
yang tumbuh dan berkembang di nusantara adalah Islam, Kristen, Katolik,
Hindu dan Budha. Penduduk desa Siolip 100 % menganut agama Islam.
Masyarakat desa Siolip ini pada umumnya memegang atau menganut mazhab
Syafi’i karena terlihat pada amalan-amalan mereka sehari-hari yang mereka
lakukan seperti pada setiap shalat mereka selalu membaca basmalah sewaktu
membaca al-Fathihah dan akan membaca surat-surat pendek setelah membaca

surat al-Fathihah. Begitu juga ketika melaksanakan shalat subuh mereka

selalu membaca do’a qunut.®,
TABEL 1.2
SARANA IBADAH DI DESA SIOLIP
No. Tempat Ibadah Jumlah
Masjid 1 Buah
Mushalla 1 Buah

Masyarakat Sibuhuan masih ada yang menjalankan agama sebagai
rutinitas saja tanpa mengetahui apakah amalan tersebut telah sesuai dengan
syariat Islam atau belum. Masyarakat enggan untuk pergi ke masjid karena
mereka disibukkan pada siang hari bekerja sebagai rutinitas sehari-hari,

sedangkan pada malam hari telah letih dan memilih untuk beristirahat,
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sehingga mereka kebanyakan beribadah di rumah masing-masing atau di
tempat mereka bekerja.

Melihat dari kesibukan masyarakat tersebut masih kurang
memfungsikan mesjid secara optimal. Kesadaran masyarakat untuk
menyemarakkan mesjid setiap hari masih kurang, meskipun di setiap desa
sudah didirikan mesjid dan beberapa mushallah tetapi yang beribadah disana
hanyalah orang-orang yang sudah tua saja, itupun dalam jumlah yang sedikit.

Kalau diperhatikan pada bulan ramadhan mesjid dan mushallah
sebagai sarana untuk beribadah sudah bisa dikatakan berfungsi dengan baik.
Hal ini dapat terlihat dengan banyaknya orang yang pergi kemesjid untuk
melaksanakan sholat Isya, Tarawih dan Witir secara berjamaah pada malam
bulan ramadhan yang kemudian diikuti dengan Tadarus al-Qur’an.%

Kemudian dari segi tempat ibadah atau sarana dan prasarana ibadah,
penulis melihat dan mengamati cukup banyak mushalla, dan mesjid yang
berada di desa tersebut pada umumnya tiap desa memiliki mushalla dan
mesjid. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bahwa
masyarakat desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas
Kebiasaan yang dilakukan kalau ibu-ibu mengadakan pengajian rutin setiap
hari jum’at yaitu pengajian yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu yang saya lihat
di setiap desa atau kelurahan mengadakan pengajian seperti itu. Dan kalau

anak-anak gadis nya mengadakan pengajian pada malam jum’at.
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3. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Keadaan ekonomi masyarakat merupakan suatu fungsi yang paling
dominan dalam kehidupan sehari-hari yang tidak bisa dipisahkan dari
kehidupan sosial. Pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan hidup
masyarakat Sibuhuan melakukan beberapa aktivitas kerja sesuai dengan
kemampuan dan tingkat ekonomi mereka masing-masing.

Persoalan ekonomi adalah suatu persoalan yang sangat penting dalam
kehidupan masyarakat sehingga tidak bisa dipisahkan lagi dengan kehidupan
masyarakat. Rizki merupakan karunia dari Allah SWT, tetapi tidak akan kita
dapatkan kalau kita tidak berusaha. Dan itupun harus dilakukan dengan
ketentuan syariat Islam, sebab Allah SWT menyuruh hambanya untuk
berusaha mencari rizki yang halal. Dengan berusaha kita akan memperoleh
rizki yang baik dari Allah SWT. Karena Allah tidak akan merubah nasib suatu
kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang berusaha merubah nasibnya. Usaha
ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti menjadi pegawai negeri sipil
(PNS), petani, berkebun, peternak, berdagang, dan lain-lain.

Masyarakat Siolip ini pada umumnya adalah petani. Hal ini
disebabkan karena lahan pertanian seperti sawah dan ladang. Tetapi
disamping bertani, pekerjaan lain juga banyak diminati oleh sebagian
masyarakat desa Siolip . Sebagaiman penulis jelaskan di bawah ini :

1) Pertanian
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Mata pencaharian sebagai petani banyak dilakukan oleh
masyarakat desa Siolip. Pertanian lebih banyak dibidang persawahan
dengan sub sector pertanian tanaman pangan seperti tanaman padi,
kacang-kacangan, sayur-mayur dan lain-lain. Struktur mata pencaharian
masyarakat Sibuhuan serta dilengkapi dengan jenis-jenisnya . masyarakat
yang berperan sebagai petani lebih dari 50 % , selebihnya adalah
pekerjaan yang lain.®
Perkebunan

Sektor perkebunan merupakan salah satu mata pencaharian
masyarakat desa Siolip sudah sejak lama, yaitu bidang perkebunan karet
dan dibidang perkebunan kelapa sawit, maka ada dua sector perkebunan
yang banyak digemari oleh masyarakat. Kedua sektor perkebunan tersebut
merupakan mata pencaharian terbanyak yang digemari masyarakat desa
Siolip setelah disektor pertanian. Mata pencaharian disektor perkebunan
ini ada dua jenis tanaman, yaitu perkebunan kelapa sawit dan perkebunan
karet.

Tukang Becak

Masyarakat desa Siolip juga ada yang mata pencahariaanya
sebagai tukang becak, karena dia tidak mempunyai tanah untuk berkebun
dan ada memang karena dia seorang pekerja keras pulang dari kebun dan

dia masih bisa jadi tukang becak.
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69

Masyarakat yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil sangat

terbatas karena yang bisa bekerja sabagai abdi Negara tersebut harus telah

melawati beberapa jenjang pendidikan.

TABEL 1.4
Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Siolip
NO | Uraian Ada/Tidak
1 Pertanian Ada
2 Perkebunan Ada
3 Tukang Becak Ada
4 Pegawai Negeri Spil Ada

Berdasarkan mata pencaharian

masyarakat desa Siolip terlihat

bahwa sebagian besar mata pencaharian masyarakat desa Siolip adalah di

bidang pertanian dan perkebunan. Selain itu mereka juga bekerja

sampingan karena beberapa faktor, ekonomi yang mendesak, dan faktor

pendidikan.

-4, Adat Istiadat Masyarakat Di Desa Siolip

Adat adalah tata cara hidup untuk mengatur hubungan antara manusia

dengan manusia baik itu individu dengan individu, kelompok dengan

kelompok atau individu dengan kelompok, karena adat itu bersandarkan

syara’, syara’ besandarkan kitabullah, maka adat pun ikut mengatur hubungan

antara makhluk dan khaliknya. Jadi dengan demikian adat istiadat merupakan
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perilaku yang telah menjadi kebiasaan sekaligus menjadi peraturan dalam
suatu masyarakat atau organisasi kelompok masyarakat seperti di masyarakat

adat desa Siolip namanya “persatuan naposo-nauli bulung "%’

TABEL 1.4
JENIS KEBUDAYAAN ADAT ISTIADAT PENDUDUK DESA SIOLIP
NO | Uraian Ada/Tidak
1 Bagas Godang Ada
2 Musawarah Adat (Paraja) Ada
3 Perkawinan Adat Ada
4 Upacara Kematian Ada

Mengenai adat istiadat di desa Siolip masyarakat tunduk dan taat pada
hukum atau aturan adat yang berlaku .Berbicara mengenai adat istiadat di
masyarakat adat desa Siolip . Secara singkat dapat dikemukakan bahwa
masyarakat setempat seluruhnya keturunan orang Mandailing yaitu menurut
garis keturunan Ayah (patrilineal), dan ada juga masayarakat di sini sebagai
pendatang.Sedangkan bahasa yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari adalah
Mandailing asli juga dengan bahasa Batak, walaupun ada perbedaan sedikit
dengan masyarakat pendatang.®®

Adapun adat istiadat di masyarakat desa Siolip dalam hal upacara

keamatian, berikut penulis jelaskan di bawah ini :
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Kebiasan masyarakat desa Siolip bila terjadi kematian adalah
menjenguknya pada hari kematian tersebut. Kebiasaan ibu-ibu pergi
menjenguk adalah membawa uang dalam aamplop sebagai bela sungkawan
masyarakat tersebut kepada kaum kerabat yang mendapat musibah dan
Bapak-Bapaknya kekuburan membantu menggali kuburan. Setelah
dikuburkan siangnya, maka pada malamnya masyarakat mengadakan wirid
yasin mulai malam pertama, kedua, ketiga , malam ketujuh., malam ke 14
belas, malam ke 40, dan 110 hari. Selain itu ada juga yang Namanya kenduri
yang dilaksanakan pada malam ke 14 atau malam 110 harinya.®

Selain itu dalam hal pernikahan, penulis akan menguraikan secara
ringkas yaitu tahap pertama adalah perkenalan antar keluarga atau proses
pendekatan antara keluarga dimana tujuannya untuk saling mengenal lebih
jauh, jika telah didapati kecocokan diantara kedua belah pihak maka
ditetapkan hari pertunanganan maksudnya pihak laki-laki melamar ke rumah
pihak perempuan. Dalam pertunanganan ditetapkanlah kapan dilaksanakannya
akad nikah dan peresmian atau pesta nikah kawin.

Misalnya perkawinan dalam adat Mandailing pihak laki-laki akan
memberikan uang jujur (Tuor) kepada pihak wanita, dimana Tuor tersebut
yang diminta oleh keluarga dari pihak wanita kepada pihak laki-laki. Yang

menentukan berapa besarnya adalah orang tua dari saudara dari pihak wanita.
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Setelah ada kecocokan maka pihak laki-laki akan memberikan kepada
“Hatobangon (Tua-tua adat), di hadapan beberapa perangkat terpenting di
dalam masyarakat juga keluarga. Yang berperan dalam penerimaan “Tuor”
tersebut adalah para “Hatobangon (Tua-tua Adat), melalui Hatobangon
tersebutlah akan diberikan kepada calon penganten wanita.

Berdasarkan adat yang berlaku Tuor tersebut memang dikhususkan
untuk penganten wanita tanpa adanya hak dari keluarga untuk uang tersebut,
maka masalah tuor tergantung kepada si wanitanya. Karena memang telah
ketentuan dalam adat tersebut telah menjad miliknya, baik itu untuk membeli
emas dan baju untuk acara pesta pernikahannya. Hal tersebut sudah menjadi
haknya.

Dalam kehidupan masyarakat adat desa Siolip peranan Hatobangon
sebagai pemangku adat sejalan dengan agama seperti yang disebutkan diatas
“Adat bersandarkan kepada syara’, syara’ besandarkan kitabullah”.
Hatobangon itu diantaranya Datuk, Imam, Khotik, Pegawai. Untuk lebih
jelasnya akan penulis jelaskan satu persatu dari kedudukan empat
Hatobangon di atas yaitu :

a. Datuk adalah orang yang ditinggikan selangkah dalam jajaran

Hatobangon.

b. Imam adalah seorang yang mendampingi atau membantu Datuk dalam
menjalankan adat. Seperti gelar yang diberikan sebagai Imam maka

Imam lebih banyak tugasnya pada semua yang bersangkutan dengan
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syara’. Contohnya meimami masjid memberikan doa ketika
kemenakan meminta doa.

c. Khotik juga orang yang tugasnya menjadi penghubung atau
menyampaikan atau orang yang memberitahukan sesuatu misalnya
memberitakan adanya orang yang meninggal dunia.

d. Pagawai adalah salah seorang yang membantu datuk dalam urusan
adat. Artinya tugas pagawai adalah segala urusan yang menyangkut
dengan adat. Pagawai tempat ibu bapak (hatobangon sekaum) untuk
membicarakan masalah. Misalnya ketika ingin melangsungkan suatu

perkawinan.

5. Lokasi desa Siolip

Sejak tanggal 30 november 1982, wilayah Padang Sidimpuan
dimekarkan menjadi Kecamatan Padang  Sidimpuan  Timur, Padang
Sidimpuan Barat, Padang Sidimpuan Utara dan Padang Sidimpuan Selatan
dimana Kecamatan Padang Sidimpuan Utara dan Padang Sidimpuan Selatan
dibentuk mejadi Kota administrasi Padang Sidimpuan (PP Nomor 32 tahun
1982).

Pada tahun 1992 Kecamatan Natal dimekarkan menjadi 3 Kecamatan
yaitu :

a. Kecamatan Natal dengan Ibu Kotanya Natal.
b. Kecamatan Muara Batang Gadis dengan Ibu kotanya Singkuang.
c. Kecamatan Batahan dengan ibu kotanya Batahan

Pada tahun 1992 itu juga dibentuk Kecamatan Siais dengan lbu

Kotanya Simarpinggan yang berasal dari sebagian Kecamatan Padang

Sidimpuan Barat. Kemudian pada tahun 1996 sesuai dengan PP. RI no. 1
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tahun 1996 tanggal 3 Januari 1996 dibentuk Kecamatan Halongonan dengan

Ibu kotanya Hutaimbaru, yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Padang

Bolak. Dengan keluarnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12

tahun 1998 dan disahkan pada tanggal 23 November 1998 tentang

pembentukan Kabupaten Mandailing Natal, maka Kabupaten Tapanuli

Selatan dimekarkan menjadi 2 Kabupaten, yaitu Kabupaten Mandailing Natal

(ibu Kotanya Panyabungan) dengan jumlah daerah administrasi 8 daerah

Kecamatan dan Kabupaten Tapanuli Selatan (Ibu Kotanya Padang Sidimpuan)

dengan jumlah daerah administrasi 16 Kecamatan

Selanjutnya tahun 1999 sesuai dengan PP.RI No. 43 Tahun 1999
tanggal 26 Mei 1999 menjadi pemekaran Kecamatan di Kabupaten Tapanuli

Selatan antara lain:

1) Kecamatan Sosopan dimekarkan menjadi 2 kecamatan yaitu Kecamatan
Sosopan dengan Ibu kotanya Sosopan dan Kecamatan Batang Onang
dengan Ibu Kotanya Pasar Matanggor.

2) Kecamatan Padang Bolak dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu
Kecamatan Padang Bolak dengan ibu Kotanya Gunung Tua dan
Kecamatan Padang Bolak Julu dengan Ibu kotanya Batu Gana

3) Kecamatan Sipirok dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan
Sipirok dengan Ibu Kotanya Sipirok dan Kecamatan Arse dengan ibu
kotanya Arse.

4) Kecamatan Dolok dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan
Dolok dengan Ibu kotanya Sipiongot dan kecamatan Dolok Sigompulon
dengan ibu kotanya Pasar Simundol.

Pada tahun 2002 sesuai dengan peraturan daerah kabupaten
Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2002 tentang pembentukan Kecamatan
Sayur Matinggi, Marancar, Aek Bilah, Ulu Barumun, Lubuk Barumun,
dan Portibi, Huta Raja Tinggi, Batang Lubu Sutam, Simangambat, dan

Kecamatan Huristak.
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Kecamatan-kecamatan yang dibentuk sebagaimana tersebut diatas

berasal dari: :

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

)

Kecamatan Sayur Matinggi dengan Ibu kotanya berasal dari sebagian
Kecamatan Batang Angkola.

Kecamatan Marancar dengan ibu kotanya Marancar berasal dari
sebagian Kecamatan Batang Toru.

Kecamatan Aek Bilah dengan ibu kotanya Biru berasal dari sebagian
Kecamatan Saipar Dolok Hole.

Kecamatan Ulu Barumun dengan ibu Kotanya Pasar Paringgonan
berasal dari sebagian Kecamatan Barumun.

Kecamatan Lubuk Barumun dengan Ibu kotanya Pasar Latong yang
berasal dari sebagian Kecamatan Barumun.

Kecamatan Portibi dengan Ibu kotanya Portibi yang berasal dari
sebagian Kecamatan Padang Bolak.

Kecamatan Huta Raja Tinggi dengan ibu kotanya Huta Raja Tinggi
yang berasal dari sebagian Kecamatan Sosa.

Kecamatan Batang Lubu Sutam dengan Ibu Kotanya Pinarik berasal
dari sebagian Kecamatan Sosa.

Kecamatan Simangambat dengan Ibu Kotanya Langkimat berasal dari
sebagian Kecamatan Barumun Tengah.

Kecamatan Huristak dengan Ibu kotanya Huristak berasal dari
sebagian kecamatan Barumun Tengah.

Dengan keluarnya Undang- undang Republik Indonsia nomor 37

tahun 2007 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 tentang

pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Undang-undang

Republik Indonesia nomor 38 tahun 2007 dan disahkan pada tanggal 10

Agustus 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas, maka

Kabupaten Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi Kabupaten, yaitu

Kabupaten Padang Lawas Utara (Ibu kotanya Gunung Tua) dengan jumlah



NV VISNS NIN

‘nery eysns NN uizi edue) undede ynjuaq wejep Iui siny eAley yninjes neje uelbeges yeAuequadwaw uep ueywnwnbusw Buele|iq ‘Z

b)

(I

f
ut

-

‘nery eysng NiN Jefem 6uek uebunuadey uexibniaw yepn uednnbuad "q

‘yejesew niens uenelun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesijnuad ‘ueniiuad ‘ueyipipuad uebuniuaday ynjun eAuey uedinnbuad e

\

:Jagquwins ueyingaAusw uep ueywniuedsusw eduey Ul sijn} eAIey ynings neje uelbegas dinbusw HBuele|iq ‘L

0

o’
)

Buepun-6uepun 16unpuiq e3di yeH

nery eysng NN 1w e3dio yeH o

Ty WIse)] JIreAg uejng jo AJISIdAIU) DTWE[S] 3}e)}§

76

daerah administrasi 8 kecamatan ditambah 10 Desa dari wilayah

Kecamatan Padang Sidimpuan Timur dan Kabupaten Padang lawas (lbu

kotanya Sibuhuan) dengan jumlah daerah administrasi 9 Kecamatan

sedangkan Tapanuli Selatan (Ibu kotanya Sipirok) dengan jumlah daerah

administrasi 11 kecamatan.

Table 1.1
Nama-Nama Kecamatan yang Ada di Padang Lawas
NO | KECAMATAN IBU KOTA JUMLAH
PENDUDUK

1 Sosopan Sosopan 9299

2 Ulu Barumun Paringgonan 12 187

3 Barumun Baru Siolip 3500

4 Barumun Pasar Sibuhuan | 44 905

5 Barumun Selatan Batang  Bulu | 7037
Baru

6 Lubuk Barumun Pasar Latong 16 588

7 Sosa Pasar  Ujung | 32 605
Batu

8 Batang Lubu Sutan Pinarik 12 180

9 HutaRaja Tinggi Hutaraja 40 315
Tinggi

10 Huristak Pasar Huristak | 20 353

11 Barumun Tengah Pasar Binanga | 18 957

12 Aek Nabara Barumun | Aek Nabara 11081

13 Sihapas Barumun Padang Hasior | 4659
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Sumber : kantor camat Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas

(Profil Daerah Sibuhuan desa Siolip Kecamatan Barumun

Baru.)Luas wilayah desa Siolip keseluruhannya adalah 500 htr. Jumlah

penduduk desa Siolip kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas

adalah sebanyak 3500. jiwa.

Jumlah penduduk desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten

Padang Lawas berdasarkan data terakhir tahun 2020 adalah sebanyak

3500 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 1640 jiwa dan perempuan

sebanyak 1860 jiwa. Berdasarkan dari table dibawah ini :

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
No. Jenis Kelamin Jumlah
1.1 Laki-laki 1640
1.2 Perempuan 1860
Jumlah 3500

Sumber : Kepala Desa Siolip 2021
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BAB IlI
METODE PENELITIAN

A. Pengertian Metodologi Penelitian

“Metode” yang berasal dari Bahasa Yunani dan merupakan gabungan
dari dua kata yakni, “metha dan “logos” metha berarti jalan atau cara, sedang
logos berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi ialah ilmu atau
pengetahuan yang membahas tentang jalan atau cara yang ditempuh untuk
mencapai suatu tujuan. Dengan kata lain, metodologi merupakan ilmu tentang
metode-metode.

Metode secara harfiah berarti “cara” . dalam konteks konvensional,
metode dikatakan sebagali cara melakukan sesuatu kegiatan atau cara
melakukan pekerjaan dengan menggunakan fakta dan konsep secara
sistematis. Metode adalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang
menjadi sasaran yang sedang dikaji. Metode lebih bersifat teknis dan menjadi
sasaran dalam mencapai tujuan.

Pengertian Penelitian adalah suatu penyelidikan terorganisasi, atau
penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan
sesuatu. Tujuan penelitian adalah untuk mengubah kesimpulan yang telah
diterima secara umum, maupun mengubah pendapat-pendapat dengan adanya
aplikasi baru pada pendapat tersebut. Suatu penelitian dengan menggunakan

metode ilmiah dinamakan sebagai penelitian ilmiah.

78
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Dari pengertian penelitian (research) secara umum terdapat Beberapa
pengertian penelitian yang dikemukakan oleh para ahli antara lain sebagai
berikut :

Menurut Parson : pengertian penelitian adalah pencarian atas sesuatu (inkuiri)
secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap
masalah-masalah yang dapat di pecahkan. Sedangkan menurut John

Pengertian penelitian adalah

ncarian fakta menurut metode objektif yang jelas untuk menemukan hubungan

antara fakta dan menghasilkan dalil atau hukum tertentu. Suparmoko : Usaha yang

secara sadar diarahkan untuk mengetahui atau mempelajari fakta-fakta baru dan juga

sebagai penyaluran hasrat ingin tahu manusia. *

Metodologi Penelitian merupakan pendekatan pendekatan sistematis
untuk keseluruhan kegiatan penelitian. Permasalahan atau pertanyaan peneliti
(research question) diselesaikan dengan pendekatan metodologis tertentu.
Dalam metodologi Penelitian dipelajari bagaimana proses dan tahapan suatu
kegiatan penelitian.

Kumpulan metode penelitian dapat digunakan untuk menjelaskan,

menguraikan, dan memprediksikan suatu penomena. Metodologi Penelitian

b

1y wiise)] Jrre g upjing jo A31sI9AIU) dTWR[S] 3}€)S

! Dr. Sandu Siyoto, SKM., M.Kes, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta : Literasi Media

lishing , 2015), h : 4-5
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dapat diartikan sebagai suatu studi tentang metode penelitian yang dapat

digunakan sehingga menghasilkan pengetahuan baru.?

pencarian fakta menurut metode objektif yang jelas untuk menemukan
hubungan antara fakta dan menghasilkan dalil atau hukum tertentu.
Suparmoko : Usaha yang secara sadar diarahkan untuk mengetahui atau
mempelajari fakta-fakta baru dan juga sebagai penyaluran hasrat ingin tahu

manusia. °

Metodologi Penelitian merupakan pendekatan pendekatan sistematis
untuk keseluruhan kegiatan penelitian. Permasalahan atau pertanyaan peneliti
(research question) diselesaikan dengan pendekatan metodologis tertentu.
Dalam metodologi Penelitian dipelajari bagaimana proses dan tahapan suatu
kegiatan penelitian.

Kumpulan metode penelitian dapat digunakan untuk menjelaskan,
menguraikan, dan memprediksikan suatu penomena. Metodologi Penelitian
dapat diartikan sebagai suatu studi tentang metode penelitian yang dapat

digunakan sehingga menghasilkan pengetahuan baru.*

b
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2 Kris H. Timotius, Pengantar Metodologi Penelitain(Yogyakarta : ANDI, 2017). H : 4-5
3 Dr. Sandu Siyoto, SKM., M.Kes, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta : Literasi Media

lishing , 2015), h : 4-5

4 Kris H. Timotius, Pengantar Metodologi Penelitain(Yogyakarta : ANDI, 2017). H : 4-5
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B. Macam-macam Penelitian

1. Penelitian Kualitatif

Pengertian Penelitian Kualitatif adalah dalam Bahasa inggris
disebut dengan rearch. Jika dilihat dari susushan katanya terdiri atas dua
suku akata, yaitu re yang berarti melakukan kembali atau pengulangan dan
search yang berarrti melihat, mengamati atau mencari, sehingga research
dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih mendetail, dan

lebih komprehenship dari suatu hal yang diteliti.

Menurut Denzin & Lincoln (1994) menyatakan bahwa Penelitian
Kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan
maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan
melibatkan berbagai metode yang ada. Ericson (1968) menyatakan bahwa
Penelitian Kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan
secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang

dilakukan terhadap kehidupan mereka.

Menurut Kirk & Miller (1986) mendefenisikan bahwa Penelitian
Kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang
secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam

kawasannya maupun dalam peristilahannya. Hal tersebut mengidentifikasi
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hal-hal yang relevan dengan makna baik dalam beragamnya keadaan
dunia keberagaman manusia, beragam tindakan , beragam kepercayaan
dan minat dengan berfokus pada perbedaan bentuk-bentuk hal yang

menimbulkan perbedaan makna .

Dari beberapa pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa
penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah
dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah
sebagai istrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan
secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan trianggulasi
(gabungan ), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian

kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian kualitatif banyak digunakan dalam penelitian di bidang
sosial, penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil
penelitiannya tidak diperolen melalui prosedur statistic atau metode
kuantifikasi yang lain. Peneliti biasanya menggunakan pendekatan
naturalistic untuk memahami suatu fenomena tertentu. Penelitian kualitatif
berusaha mendapatkan pencerahan, pemahaman terdapat suatu penomena
dan ekstrapolasi pada situasi yang sama. Penelitian kualitatif  ini
merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai
masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau

natural setting yang holistis komplek dan rinci.
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Penelitian yang menggunakan pendekatan induksi yang
mempunyai tujuan penyusunan kontruksi teori atau hipotesis melalui
pengungkapan fakta merupakan penelitian yang menggunakan paradigm

kualitatif.®

Tujuan Penelitian Kualitatif Segala sesuatu kegiatan akan menjadi
baik jika tujuannya jelas, begitu pula dengan penelitian kualitatif. Secara

mendasar penelitian kualitatif memiliki dua tujuan, yaitu :

a) menggambarkan dan mengungkapkan (to describe and explain),
dan

b) Menggambarkan dan menjelaskan (to describe and explain).

Tujuan penelitian kualitatif adalah menjelaskan, meramalkan,
dan mengontrol fenomena melalui pengumpulan data terfokus dari

data numerik.

2. Penelitian Kuantitatif

Metode Penelitian Kuantitatif ~ merupakan salah satu jenis
penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur
dengan jelas sejak awal hinggapembuatan desain penelitiannya. Defenisi
lain menyebutkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak

menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran

5 Albi Anggito & Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif,( Jawa Barat : CV Jejak,
2018) h: 7-9
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terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Demikian pula
pada tahap kesimpulan penelitian akan lebih baik bila disertai dengan

gambar, table, grafik, atau tampilan lainnya.

Pengertian Penelitian Kuantitatif Menurut Kasiran Penelitian
Kuantitatif adalah upaya seorang peneliti menemukan pengetahuannya
menyuguhkan data dalam bentuk angka. Angka-angka yang diperoleh
inilah yang digunakan untuk melakukan analisa keterangan. Dalam
Bahasa lebih sederhana lagi, penelitian Kuantitatif adalah penelitian
ilmiah yang disusun secara tersistematis terhadap bagian-bagian dan
mencoba untuk menemukan kausalitas untuk mengetahui keterkaitan.
Sedangkan menurut Creswell, pengertian kuantitatif sebagai upaya
menyelidiki masalah , dimana masalah tersebutlah yang mendasari peneliti
mengambil data, menentukan variable dan yang kemudian diukur dengan
angka agar bisa dilakukan analisa sesuai dengan angka prosedur statistic

yang berlaku.

Penelitian Kuantitatif bertujuan untuk menguji teori yang telah
berlaku selama ini apakah benar atau salah. Sedangkan penelitian
kualitatif bukan menguji teori yang sudah ada melainkan menemukan
teori.® Penelitian Kuantitatif , sama seperti penelitian kualitatif terdiri dari

berbagai jenis. Tiap jenis mempunyai maksud tersendiri. Oleh karena itu,

6 Sarmanu, Dasar Metodologi Penelitian(Kuantitatif, Kualitatif & Statistika), (Surabaya:
AirlanggaUniversity Press, 2007), h : 2
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pemilihan tipe yang tepat sesuai dengan tujuan penelitian sangat

diharapkan dan menentukan pencapaian hasil yang telah dirumuskan.’

Penelitian kuantitatif banyak dipergunakan baik dalam ilmu-ilmu
alam maupun ilmu-ilmu sosial, dari fisika dan biologi hingga sosiologi
dan jurnalisme. Pendekatan ini juga digunakan sebagai cara untuk meneliti
berbagai aspek dari pendidikan. Jadi Perbedaan antara penelitian Kualitatif
dengan penelitian Kuantitatif , perbedaan mendasar dari metode penelitian
kuantitatif dengan metode kualitatif yaitu terletak pada strategi dasar
penelitiannya. Penelitian kuantitatif dipandang sebagai sesuatu yang
bersifat konfirmasi dan deduktif, sedangkan penelitian kualitatif bersifat

eksploratoris dan induktif.®

C. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitia
Adapun penelitian ini penulis lakukan dengan menggunakan penelitian
kualitatif. Yang mana penelitian kualitatif adalah menelitian yang
dilakukan dengan cara melihat, mengamati atau mencari, sehingga
rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru

yang lebih kompleks, lebih mendetail, dan lebih komprehenship dari suatu

" Muslich Anshori, Sri Iswati , Metode Penelitian : Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan,
(Jakarta: Kencana, 2014), h : 60
8 Op.Cit, Kris H. Timotius, h : 16
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hal yang diteliti, atau berusaha untuk menemukan atau menggambarkan

keadaan suatu kejadian yang ada ditengah-tengah masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field
research) vyaitu dengan cara mengumpulkan data langsung turun
kelapangan melakukan penelitian , yaitu sesuai dengan tempat yang

ditentukan.®

2. Sumber Data

Perceraian di Luar Pengadilan yang terjadi di Desa Siolip
Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas yang berjumlah 9 orang
yang melakukan perceraian di luar pengadilan Agama, dan dalam
penelitian, penulis akan mencari serta mengumpulkan data-data dari :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diambil langsung dari lapangan
yaitu wawancara kepada 9 keluarga yang melakukan cerai di luar
pengadilan agama di Desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten
Padang Lawas.

Adapun dasar atau referensi yang dijadikan untuk menjelaskan
permasalahan peneliti pada masalah ini adalah Perceraian di luar
Pengadilan Agama di desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten

Padang Lawas.

% Ibnu Subiyanto, Metodologi Penelitian, (Universitas Gunadarma), h : 93
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b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang berkaitan erat dengan data
primer yang dapat dipergunakan untuk dapat membantu menganalisa
dan memahami data primer. Data skunder dipergunakan sebagai data
pendukung dan data pelengkap dalam penelitian ini.

Adapun data skunder yang digunakan penulis diambil dari
bahan bacaan, seperti buku-buku yang berhubungan dengan masalah
yang akan diteliti, seperti buku tentang cerai, jurnal, kitab figih,
dokumen serta referensi lain yang relevan dengan objek penelitian.

c. Informan

Adapun jumlah informan yang mau diteliti dalam
permasalahan ini ada Sembilan orang yang melakukan perceraian di
luar Pengadilan, tokoh agama dan adat dua orang, Pak KUA dan
hakim Pengadilan Agama Sibuhuan dan dua orang masyarakat desa
Siolip.

d. Waktu dan Tempat Penelitian
a) Tempat Penelitian
Adapun tempat yang ingin peneliti tulis yaitu desa Siolip
Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.
b) Waktu Penelitian
Adapun waktu penelitian ini penulis lakukan selama enam

bulan.
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3. Teknik Pengumpulan Data
Sebagaimana lazimnya karya ilmiah memerlukan data yang akurat
dan tepat sehingga keberadaannya dapat diterima secara ilmiah.
Berhubung penelitian ini adalah penelitian lapangan maka yang dipakai
dalam mengumpulkan data adalah:
1) Observasi
Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan
suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap
keadaan atau secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.'® Dalam
hal ini, pihak yang di observasi tentang perceraian di luar Pengdadilan
di desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.
2) Wawancara
Wawancaea atau interview adalah salah satu alat untuk
mengupulkan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan
secara lisan.! Wawancara merupakan suatu proses intraksi atau
komunikasi. Dalam proses ini hasil wawancara ditentukan oleh
beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi,
faktor-faktor tersebutlah pewawancara, responden, topik penelitian

yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.

10 Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h : 70
11 syukur Kholil, Metodologi Penelitian Komunikasi, h : 165
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Oleh karena itu dalam penelitian ini wawancarasebagai data
primer untuk memudahkan peneliti menganalisis Perceraian di luar
Pengadilan agama melalu wawancara langsung. Dalam hal ini
wawancara diarahkan untuk mendapat jawaban mengenai bagaimana
kasus perceraian di luar pengadilan, apa alasan melakukan perceraian
di luar pengadilan, dan bagaimana praktek perceraian di luar
pengadilan di desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang
Lawas.

4. Teknik Analisis Data

Metode induktif, yaitu metode yang bertitik tolak dari suatu
pengamatan terhadap persoalan yang bersifat umum, kemudian ditarik
kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam menganalisis data, penulis
menggunakan metode induktif, yaitu analisa yang bersifat Kkhusus,
kemudian diarahkan kepada yang bersifat umum. Adapun langkah-
langkah yang digunakan sebagai berikut :
a. Reduksi Data

Reduksi Data adalah proses pemusatan perhatian dengan
penyederhanaan, pengabtrakan, dan transformasi data kasar yang
terlihat dari catatan tertulis dilapangan. Data yang terkumpul dari
wawancara, kemudian di sederhanakan dan di pilah-pilah yang cocok

sesuai penelitian.
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b. Display Data
Display Data adalah analisis data yang dilakukan dengan cara
membuat table dari keseluruhan data yang diperoleh sehingga lebih
mudah melakukan analisis.
c. Penyajian Data
Penyajian Data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang
tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan
dan pengambil tindakan. Penyajian data dimaksudkan untuk
mempermudah bagi peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau
bagian-bagian tertentu dari data penelitian.
d. Penarikan Kesimpulan
Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan terus
menerus sepanjang proses penelitian dilakukan sampai peneliti
mendapatkan data yang diinginkan. Sehingga peneliti dapat
mengambil kesimpulan akhir yang di dukung oleh bukti yang valid

dan konsisten.

D. Penelitian Terdahulu
Dalam penulisan Tesis ini penulis juga melakukan studi kepustakaan
dengan cara meneliti atau menelaah karya ilmiah yang sudah pernah ditulis
orang lain, sehingga penulis dapat membedakan permasalahan yang akan

penulis buat dengan permasalahan yang sudah ditulis oleh orang lain, yaitu:
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1. Tesis Penelitian Hukum tentang Proses Penyelesaian Talak yang Sudah
Terjadi Di Luar Pengsadilan Agama Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi
Kasus di Pengadilan Agama Kelas | B Bangkinang yang dibahas oleh Ade
Saputra NIM : 10721000040, jika dilihat dari judul tesis ini yang dibahas
adalah Proses Penyelesaian Talak yang Sudah Terjadi Di Luar Sidang
Pengadilan Agama Ditinjau Menurut Hukum Islam, Tesis ini ditulis
berdasarkan latar belakang bahwa, dalam Islam setiap suami boleh
menceraikan istrinya kapan saja yang suami inginkan karena hak talak itu
berada ditangan suami baik suami dalam keadaan bercanda ataupun bermain-
main. Di Indonesia masalah perceraian diatur oleh UU PerkawinanNo. 1
Tahun 1974. Dalam pasal 39 ayat 1 UU Perkawinan dan Pasal 115 KHI
dinyatakan bahwa : “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang
Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak
berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Dalam masyarakat ternyata masih
ada diantara suami yang menceraikan istrinya diluar sidang Pengadilan
Agama. Ketika kasusnya dibawa ke Pengadilan Agama Bangkinang, suami
kembali mengucapkan lafaz talak di depan sidang Pengadilan Agama tersebut.
Disini terjadi pengulangan lafaz talak, yakni talak yang diucapkan diluar
sidang Pengadilan Agama dan lafaz talak diucapkan di depan sidang
Pengadilan Agama Bangkinang. Oleh keadaan yang demikian bagaimana
proses penyelesaian talak yang sudah terjadi di luar sidang Pengadilan agama

tersebut dalam Tinjauan Hukum Islam.
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2. Tesis Penelitian Hukum tentang Sanksi Hukum Terhadap Talak Di Luar
PengadilanAgama (Studi Perbandingan Pandangan Akademisi Hukum Positif
dan Akademisi Hukum Islam) yang dibahas oleh Muhammad Yalis Shokhib ,
NIM : 11780015, jika dilihat dari judul tesis ini yang dibahas adalah Talak di
luar Pengadilan Agama merupakan hal yang dianggap wajar oleh beberapa
kalangan. Padahal tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-undang No.
1 Tahun 1974 Pasal 39 yang mengandung pesan moral bahwa perceraian
hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan. Bahkan dalam pasal
tersebut terdapat klausal perceraian dapat terjadi setelah Pengadilan yang
bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Berdasarkan
ambiguitas tersebut peneliti melihat perlu memunculkan ijtihad baru berupa
pemberian sanksi bagi pelaku talak diluar Pengadilan Agama.

3. Tesis Penelitian Hukum tentang Perceraian Di Luar Pengadilan Dalam
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia yang dibahas oleh
Muhammad Nidzom Anshori, NIM 03122453048. Jika dilihat dari judul tesis
ini yang dibahas adalah bahwa seorang suami bisa menjatuhkan talaknya
kepada istrinya diluar Pengadilan, dari sinilah terjadinya perbedaan
pandangan terhadap keabsahan perceraian seperti ini. Menurut Hukum (figh)
Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Indonesia, talak adalah hak
suami, sehingga talak yang dilakukan oleh suami dimanapun otomatis akan
jatuh talaknya, sebaliknya menurut hukum fositif, talak yang dilakukan di luar

Pengadilan itu tidak sah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa ada kesenjangan
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antara apa yang diharapkan oleh hukum (das sollen) dengan kenyataan yang
berkembang di masyarakat (das sein) , yaitu perceraian itu seharusnya
dilaksanakan di Pengadilan yang menjadi harapan Undang-undang, dengan
Perceraian di Luar Pengadilan yang terjadi di masyarakat. Cita-cita mulia
pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
pasal 65 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sulit
tercapai. Hal ini disebabkan adanya keyakinan masyarakat terhadap ikrar talak
tidak harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. Dikalangan organisasi
Islam sendiri terjadi perbedaan pendapat terhadap masalah ini, Fatwa Majelis
Ulama Indonesia (MUI) , Bahsul Masail Nahdatul Ulama (NU) dan Persatuan
Islam (Persis) berpendapat bahwa Perceraian di Luar Pengadilan itu sah dan
tidak perlu diulang, sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah berpendapat
tidak sah dan perlu diulang dihadapan Pengadilan. Oleh karena itu perlu
adanya solusi dari masalah ini yaitu : Solusi kuratif : Pengajuan Cerai Talak
dan yang kedua pengajuan Isbat Talak, sedangkan solusi Preventif adalah :
Pembinaan tokoh masyarakat dan sosialisasi prosedur berperkara secara
benar. Khusus Ishbat Talak karena hal yang baru dan belum diakomodir oleh
Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perlu dirumuskan lebih detail.

Adapun penelitian yang dilakukan peneliti dengan peneliti sebelumnya
berbeda, karena peneliti lebih membahas kepada “ Perceraian Di Luar

Pengadilan Agama Analisis Peraktek Perceraian Masyarakat Desa Siolip Kec
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Barumun Kab Padang Lawas” dimana orang di desa tersebut masih

melakukan percerai di Luar Pengadilan.
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